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1. Konsonan

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Huruf

Arab Nama Huruf Latin Nama
- Alif Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan

- Ba b be

S Ta t te

G tsa § es (dengan titik di atas)
z jim i je

C ha h ha (dengan titik di bawah)
'C kha kh ka dan ha

> dal d de

3 dzal yA zet (dengan titik di atas)

) ra r er

; zai z zet

s sin S €S

u-'_;, syin sy es dan ye
% shad $ es (dengan titik di bawah)
u‘p dhad d de (dengan titik di bawah)
b tha t te (dengan titik di bawah)
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A dha z zet (dengan titik di bawah)
C ‘ain st koma terbalik di atas
'C gain g ge
o fa f ef

A qaf q ki

5 kaf k ka

d lam ] el

¢ mim m em

O nun n en

3 wau w we

2 ha h ha

c hamzah e postrof

< ya ya ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
- kasrah i i
- dammah u u

viii



&,-1{ ditulis kataba )ﬁ ditulis zukira

2y ditulis yazhabuy

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
BT IR Fathah dan ya ai adan i
) K - Fathah dan wawu au adanu

S ditulis kaifa

Jsa  ditulis haula

3. Maddah
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
Huruf
-0 Fathah dan alif atau ya i a dan garis di atas
&.... Kasrah dan ya i i digaris atas
e Dhammah dan wawu i u di garis atas
JB  di lis gala 3 ditulis gila

*) ditulis ramg LJ j—s-.’. ditulis yaqailu

ix




4. Ta’marbfiithah di akhir kata

Transliterasi untuk ta’ marbiithah ada dua
a. Ta’ marbiithah hidup ditulis /t/.
b. Ta’ marbithah mati ditulis /h/.

di2.b  ditulis gabidah
c. Kalau pada kata yang akhir katanya ta’ marbiithah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’
marb(thah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

dlb  ditulis falhak

deludl  ditulis assd’ah
5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

L) ditulis rabband

A ditulis al-birr
6. Kata Sandang
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesua
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya,



7. Penulisan Kata-Kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua

cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan

kata ini dengan dirangkaikan.

o L s - gtk ditulis Wa innalldha latuwa khairurrdzigin
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagaimana
tersebut dalam rukun Islam yang keempat. Di dalam Al-Qur’an terdapat 32
kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan
sinonim dari kata zakat, yaitu kata sadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut
mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan
vang sangat penting dalam Islam.’

Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an tersebut, 29 ayat diantaranya
menghubungkan ketentuan zakat dengan salat. Rangkaian kata salat-zakat
dalam Al-Qur’an sering kali ditemukan secara konsisten. Hanya dalam tiga
ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan salat, yaitu QS Al Kahfi (18):
81: Maryam (19): 13 dan Al-Mu'minun (13): 4, yang merupakan ayat-ayat
Makiyyah.?

Menurut mayoritas ulama, meskipun dalam redaksi yang berbeda-
beda disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan
persyaratan tertentu, di mana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya
untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan
tertentu pula.’ Persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan yang telah

ditentukan oleh syara’ sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an.

' Abdurrahman Qadir, Zukat dalum dimensi Mabdah dan Sosial (Jakanta: RajaGrafindo

Persada, 1998), hal 43.

Nurududin  Mhd. Ali, Zakar sebugai Instrumen dalam  kebijakan Jiskal  (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 25

* Didin Hafidhuddin, Zakar dulum perckonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

hai 7.
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Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang sangat .inggi,
sebagaimana tercermin dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah (9): 103
yang berbunyi :
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“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan  mendoaluh  untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan
Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Pada masa Rasulullah SAW, khalifah Abu Bakar dan Umar, zakat di
keloia oleh Negara, bahkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dilakukan
penyerangan terhadap penentang pembayaran zakat. Kemudian seiring
perkembangan wilayah Islam diberlakukan sistem pajak yang disebut dengan
jizyah yakni yang pada mulanyé hanya diberlakukan kepada kalangan non-
muslim atas jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara.* Hal ini
membuktikan bahwa zakat dan pajak mempunyai kedudukan utama dalam
kebijakan fiskal pada masa awal Islam, karena di samping sebagai sumber
pendapatan Negara Islam yang utama, zakat juga mampu mempengaruhi
kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningk-tkan kesejahteraan
rakyat terutama kaum lemabh.

Indonesia merupakan Negara mayoritas berpenduduk lslam dengan

potensi ekonomi yang cukup tlnggl Diantara ajaran Islam Yang dapat

* Ali, Zakat sebagai Instrumen, hal. 3.
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mengatasi problem sosial dalam masyarakat adalah zakat dari infak.” Namun
kesadaran masyarakat Indonesia pada saat ini masih dianggap kurang, karena
zakat bukan merupakan suatu kewajiban yang mengikat menurut UU No. 38
tahun 1999 tentang zakat. Tidak ada sanksi nyata dari pemerintah bagi orang
yang tidak membayarkan zakatnya.

Berbeda dengan pajak, adalah merupakan kewajiban mengikat yang
telah ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang, secara tunai
harus dibayarkan dan tanpa adanya imbalan tertentu.®

Namun demikian, ironisnya pajak sebagai sumber penerimaan Negara
mengalami penguatan, sementara zakat mengalami kemunduran dan di anggap
menjadi tanggungjawab pribadi masing-masing individu muslim. Sejak
pertama kali diperkenalkan, pajak mengalami perkembangan dan dinamika
yang signifikan, baik menyangkut objek, tarif (perszntase pajak yang
dibebankan terhadap objek tersebut) dan sasaran pajak, sementara zal:at tidak
mengalami modifikasi yang berarti’.

Menurut Afzalurrahman, untuk perbedaan antara zakat dan pajak
tersebut, pada dasarnya zakat dikenakan untuk mencegah ketidakwajaran dan
ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan mencegah penumpukan harta d;
tangan segelintir orang saja, sedang pajak biasa dikenakan semata-mata untyk

mendapatkan pendapatan Negara scbagai sumber pembiayaan.®

f‘ M.Ali Hasan, Zakat dan Infak (Jakarta: Kencana, 2006) hal. 3.

f' Anonim, Ensiklopedi Nasional (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1999) X1I. hal. 31

! Ali, Zakat sebagai Instrumen, hal 4,

* M.Nazori Majid, Pemikian Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinva dengan Ekonomi

Kekinian, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003). hal. 231,
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Dualisme zakat dan pajak tersebut banyak menimbulkan perbedaan
pendapat dikalangan para cendekiawan muslin:. Diantaranya Yusuf Qardhawi,
seorang cendekiawan muslim asal Mesir yang mengurai penjang lebar tentang
perbandingan zakal dan pajak dalam karya monumentalnya: Hukum zakat, yang
membandingkan zakat dan pajak dalam 8 bab. Dalam bukunya tersebult,
Qardhawi menganggap zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak
dapat disatukan. Bahkan dibolehkan adanya pajak di samping kewajiban zakat.”

Sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi, Didin Hafidhuddin jupa
berpendapat bahwa kaum muslimin wajib menunaikan kewajiban pajak yang
ditetapkan Negara, di samping penunaian kewajiban zalat'®. Pemikiran
lainnya adalah M.Faruq Al-Nabbahan yang mengemukakan bahwa apabila
pemerinlah  menarik  zakat, maka telah membangun pilar penting
penyejahteraan rakyat dan keadilan sosial.'!

Sedangkan menurut Masdar Facdd Mas'udi zakat dan pajak
merupakan satu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari perintah
Allah SWT untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak
merupakan upaya instusionalisasi perintah tersebut.'” Namun demikian proses
transformasi lembaga pajak atau upeti ini digerakkan oleh Islam bukan dengan
cara menyaingi atau menjajahi lembaga pajak dengan lembaga zakat, seperti

dipersepsikan orang selama ini. Melainkan dengan cara memasukkan spirit

* Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (letj.) Didin Hafidhuddin dkk (Jakarta: Litera Antar Nusa,

1997). hal, 999-1115.

' Hafidhuddin, Zakat dafam perekonomian, hal. 61,
H Ai -Nabbahan dan M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Uil Press, 2000) hal. 21.
? Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pgjak) dalam Islam. Cet. 3

(Jakaﬂa P3M, 1993), hal. 97.




ajaran zakat ke dalam lembaga pajak. Zakat sebagai ruhnya, pajak scbagai
badannya, zakatnya sebagai komitmen spiritual moral, pajak sebagai wujud
kelembagaan yang hendak menjadi ajang pengejawantahannya. Dalam bahasa
syari’atnya, komitmen itu ferjadi dengan cara meniatkan zakat dalam
pembayaran pajaknya. 3

Kemudian, Masdar Farid Mas’udi membagt tiga konsep Negara yang

dibentuk oleh pemaknaan pajak'? :

1. Negara feodal, dengan pajak upcti (daribah)

2. Negara kapitalis, dengan pajak imbal jasa (jizyah)

3. Negara keadilan, dengan pajak zakat (kewajiban sosial imani).

Singkatnya, ketika konsep Negara ketiga diberlakukan, maka akan
terjadi proses peralihan makna pajak dan upeti yang merupakan uang
penguasa menjadi uang Allah SWT untuk kepentingan segenap rakyat tanpa
membedakan agama/ keyakinannya (At-Taubah: 60).

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik ketika Masdar Farid
Mas’udi berbicara tentang konsep pengintegrasian zakat dan pajak, diména
seolah telah menjadi keyakinan umum bahwa zakat dan pajak merupakan dua
kewajiban yang berbeda, bahwa zakat adalah kewajiban kepada Allah SWT
dan hanya ditasarutkan kcpada delapan asndf. Sementara pajak merupakan
k=wajiban kepada ncgara dan ditasarufkan untuk kepentingan negara secara
menyeluruh (umum). Dan tentunya, jika pemikiran Masdar Farid Mas’udi

tersebut diterapkan di Indonesia akan menyebabkan dampak baik bagi

" Ibid, hal. 100.
Y Masdar Farid Mas'udi, “Pancasila, Agama dan Sistem Budaya Nasional”,
www. islamemansipatoris.com, download pada tanggal 23 April 2008.



kelembagaan zakat maupun kelembagaan pajak. Untuk n.engkaji lebih jauh
pemikiran Masdar Farid Mas'udi beserta kerangka pikirnya, penulis perlu
melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Zakat dan Pajak

Dalam Pandangan Masdar Farid Mas’udi”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, pokok
permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana konsep zakat dan pajak dalam pemikiran Masdar Farid
Mas’udi?
2. Bagaimana penalaran hukum Masdar Farid Mas’udi terhadap konsep zakat
dan pajak yang diajukannya?
3. Bagaimana implikasi sosial-ekonomi terhadap pengelolaan zakat dan pajak

dari pemikirannya tersebut?

. Tujuan dan Kegunaan Penclitian
Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai serta kegunaan yang
diharapkan antara lain :
I. Tujuan
a. Untuk mengetahui bagaimana konsep zakat dan pajak dalam pemikiran
Masdar Farid Mas udi.
b. Untuk mengetahui bagaimana penalaran hukum Masdar Farid Mas’udi
terhadap pengintegrasian zakat dan pajak.
¢. Untuk mengetahui bagaimana implikasi sosial-ekonomi terhadap

pengelolaan zakat dan pajak dari pemikirannya tersebul.



2. Kegunaan

a. Sebagai pertimbangan dalam penentuan kebijakan pajak dan zakat
yang sesuai dengan kondisi ckonomi dan sosial negara
b. Sebagai bentuk sumbangsih penulis dalam hal ilmu pengetahuan

khususnya bidang muamalah.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, sampai penulis melakukan penelitian ini sudah cukup
banyak penulis yang membahas zakat secara umum dan hubungannya dengan
ekonomi kekinian, namun masih sangat jarang peneliti yang secara khusus
inengkaji pemikiran Masdar Farid Mas’udi kalaupun ada hal tersebut hanya
bersifat parsial ataupun hanya sebatas memberikan penilaian atas
pemikirannya terscbut, seperti dalam sebuah buku karya Martin Van
Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru
(1994), sebagai peneliti pandangan hidup ulama dan gerakan Islam Indonesia,
Martin menilai bahwa pemikiran Masdar tentang penyatuan zakat dan pajak
yang cukup provokatif bukanlah sebuah pandangan yang baru, walaupun
belum permnah diungkapkan sebelumnya oleh orang NU. Masdar dianggap
hanya menecruskan pandangannya dengan lanjutan yang lebih tidak lazim
bahwa pembayaran pajak dan tujuan pemanfaatannya harus tunduk pada

imperatif moral zakat."”
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Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi. Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana

(Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 207.



Sedangkan sebuah dukungan muncul dari Lutfhi Assyaukanie dalam

bukunya Politik. HAM, dan Isu-isu Teknologi dalum Figih Kontemporer
(1998). Pemikiran Masdar dianggap cukup beralasan. Bukan hanya untuk
pemerataan ekonomi rakyat, tetapi juga untuk kontrol politik terhadap negara.
Karena selama ini, pajak yang dikelola oleh pemerintah tidak mendapatkan
kontrol ketat dari rakyat. Lebih dari 60 % volume APBN berasal dari
penerimaan pajak. Jumlah tersebut merupakan uang rakyat yang harus
dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Namun 30 % bocor entah kemana. Hal
tersebut dinilai karena absennya spirit zakat dalam pembayaran pajak

tersebut.'®

Gazi Inayah menampik pendapat Masdar Farid Mas’udi, dalam Teori
Komprehensif” Tentang Zakat dan Pajak (2003), menurutnya zakat adalah
ibadah maliyah, bukannya pajak yang bernilai ekonomis. Oleh karena itu
zakat tidak mungkin menjadi pajak ataupun yang sejenis pajak, karena
kesamaan antara zakat dan pajak adzlah dalam bentuknya saja bukan
kesamaan hakiki.”

Berbeda dengan Gazi [nayah, menurut Mahsun Fuad dalam bukunya
Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris

(2005), bahwa tema pemikiran “Agama Keadilan” Masdar Farid Mas’udi bisa

16 Lutfhi Assyaukanie, Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dulum Figih Kontemporer

(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hal. 64.

" Gazi Inayah, Teori Komprehensip tentang Zukat dan Pajak (Yogyakarta: Tiara Wacana

Yogya, 2003), hal, 9-20.



dimaknai sebagai sebuah upaya penegakan kembali bangunan sosial dan
kemnanusiaan Islam cari timbunan puing-puing kesejarahannya.'®

Kemudian sebuah karya yang ditulis oleh Ahmad Baso, NU Studies:
Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme
Neo Liberal (2006). Dalam karya tersebut terdapat kritik terhadap konsep
agama keadilan yang sering dilontarkan di setiap karya Masdar Farid Mas’udi.
Menurut Ahmad Baso, upaya Masdar Farid Mas’udi tersebut hanya berakhir
sebagai sebuah paradigma bermadzhab secara qauli, menjadi arena kutip-
mengutip yang sifatnya konsumtif dan tidak mengembangkan tradisi

bermadzhab secara kreatif.'®

Nuruddin Mhd. Ali dalam bukunya Zakat Sebagai nstruinen
Dalam Kebijakan Fiskal (2006) bermaksud melanjutkan pembahasan yang
telah dilakukan oleh Masdar, terutama dalam melihat pengaruh
terintegritasinya zakat dalam kebijakan tiskal dan sebagainya.?’

Sedangkan Gusfahmi, dalam Pajak Menurur Syari'ah (2007)
menyatakan bahwa zakal dan pajak bukan merupakan kesatuan tubuh seperti
roh dengan badan sebagaimana dipahami oleh Masdar Farid Mas’udi, yang
artinya adalah jika seseorang sudah membayar pajak, berarti ia sudah
membayar zakat. Oleh Gusfahmi, hal tersebut dinilai keliru karena sama saja
dengan menyamakan “salat” dengan sembahyang atau berdo’a di Pura.

Namun buku ini menawarkan konsep, bahwa pajak berada pada posici di

® Mahsun Fuad, Hukum Istam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris,
(Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 97.
Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara Fundamemalisme Islam dan
Fundamentalisme Neo Liberal, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 312.
® Ali, Zakat sebagui Instrument, hal. 13
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belakang sesudah ditunaikannya kewajiban zakat oleh subjek yang sama, yaitu
kaum muslim.?’ Menurutnya, zakat yang sudah dipungut harus dijadikan
sebagai pengurang (kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayar
kaum muslim hanya tambahannya saja.?

Berbeda lagi dengan Ahmad Amin, dalam artikelnya yang berjudul
“Penerapan Agama dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Perspektif Islam”,
dalam sebuah buku kumpulan tulisan yang berjudul Kagjian [Islam
Kontemporer (2007). Pernyataan Masdar Farid Mas’udi bahwa Allah SWT
adalah pemilik hakiki atas pajak yang ada di tangan negara, maka delapan
agndf adalah pemilik obyektif atas uang negara dibenarkan oleh Amin, dalam
konteks administrasi negara, delapan asndf inilah yang seharusnya menjadi
bench mark dalam penyusunan APBN ataupun APBD. Pada angka-angka
anggaran belanja inilah, pemikiran negara kepada rakyat, khususnya bagi yang
kurang mampu harus benar-benar dibuktikan

Sedangkan karya yang secara komprehensif membahas zakat dan
pajak adalabh skripsi karya Yuli Amiroh (2007) yang berjudul "Pajak dan
Zakat (Analisis tentang UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pajak)”. Skripsi
tersebut pada intinya membahas wacana zakat sebagai pengurang pembayaran
pajak sebagaimana tercantum dalam UU No 38 Tahun 1999 tersebut.

Sekali lagi, sejauh pengamatan penulis hingga saat ini masih sangat

jarang yang mengangkat pemikiran Masdar Farid Mas’udi. Kalaupun ada maka

f' Gusfahmi, Pajak Menurut Syari’ah, (Yakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 218.
= Ibid, hal. 221.
# Ahmad Asroni, dkk.. Kajian Islam Kontemporer, editor Jaenal Aripin, dkk, (Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2007), hal. 194.

O



|3

hanya sebatas pada problematika seputar zakat dan pajak itu saja. Oleh karena
itu, penulis bermaksud melengkapi kajian terhadap pemikiran Masdar Farid
Mas’udi tersebut dengan mengetahul penalaran hukwn yang dijadikan sebagai
landasan teori pengintegrasian zakal dan pajak yang tertuang dalam karya-
karyanya, beserta implikasi sosial-ckonomi darn pemikirannya tersebut

khususnya terkait dengan lembaga pajak maupun lembaga zakat di Indonesia.

E. Metode Penclitian
I. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library
Research), yakni meneliti buku-buku yang berhubuagan dengan objek
kajian yang sedang disusun.®* Dalam hal ini penelitian yang dilakukan
dengan cara penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan
permasalahan yang kemudian dibahas secara deskriptif analisis, terutama
dalam karya-karya tulis Masdar Farid Mas’udi serta karya-karya lain.
2. Sumber Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber
pustaka primer dan sekunder.
a. Sumber Primer
Sumber primer adalah sumber informasf-yang langsung

mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap pengumpulan

¥ Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cel I, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1998), hal.262.



12

data.”* Adapun yang dimaksud dalam data primer adalah karya-karya/

buku-buku Masdar Farid Mas’udi diantaranya:

1) Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, Jakarta,
diterbitkan oleh Pustaka Firdaus, tahun 1990.

2) Artikel Masdar Farid Mas’udi dalam Buku Problema Zakat
Kontemporer, yang diterbitkan oleh Forum Zakat (FOZ), Jakarta:
2003.

3) Artikel Masdar Farid Mas’udi dalam buku kumpulan tulisan,
Islam Pribumi, Jakarta: Erlangga, 2005.

4) Artikel Masdar Farid Mas’udi dalam Majalah NU, 4ULA.

5) Artikel Masdar Farid Mas’udi dalam Seminar Nusantara Institut
Pancasila, “Agama dan  Sistem Budaya Nasional”,
www. islamemansipatoris.com.

6) Makalah Masdar Farid Mas’udi, “Konsep Pajak Mendeterminasi
Akhlak Negara”, tidak diterbitkan..

Serta karya tulis lain yang ditulis oleh Masdar Farid Mas’udi dafam

buku-buku, majalah, artikel atau yang lainnya.

b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder merupaken sumber data yang diperoleh dari
pihak lain dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain.%¢

Dalam hal ini sumber penelitian adalah buku-buku, catatan-catatan

* Winamo Surakhmad. Pengantar Penelitian Ilniah; dasar, Metode dan teknik, {Bandung:
Tarsito, 1982), hal. 134
% Ibid, hal. 134
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yang bisa mendukung penyempumaan data utama serla dapat

menunjang penelitian ini, diantaranya:

1) Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagui Instrumen dalam Kebijakan
Fiskal, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

2) Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran Antara
Fundamentalisme  Islam  dan  Fundamentalisme Neo Liberral,
Jakarta: Lirlangga, 2006.

3} Mahsun Fuad, Aukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris
Hingga Emansipatoris, Yogakarta: LKiS, 2005.

4) Gazi Inayah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak,
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.

5) Gusfahmi, Pajak Menurut Syari'ah, Jakarta: PT. RajaGrafindo

Persada, 2007.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penulis menggunakan metode

dokumentasi dan interview.

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan
data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumentasi, misalnya
buku-buku majalah, artikel, surat kabar dan lain-lain.?’

Metode ini penulis gunakan untuk mencari seﬁa
mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut

baik dari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dan lajn sebagainya.

*’ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi OfF Set, 2001} 1 42.




b, Metode Interview

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data
melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.*® Dalam
hal ini, interview penulis lakukan dengan Masdar Farid Mas’udi untuk
memperkuat serta memperjelas data-data yang tertulis dalam karya-

karyanya.

4. Metode Analisis Data

a. Metode Content Analysis

Menurut Holsti, Content Analysis merupakan teknik yang
digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan
karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.?®
Metode ini penulis gunakan untuk menggali dan mengungkapkan
seluruh pokok-pokok pemikiran Masdar Farid Mas’udi khususnya
tentang zakat dan pajak baik yang berbentuk buku ataupun karya tulis

lainnya.

b. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah pembahasan yang didasarkan pada

pemikiran yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum

kemudian disimputkan dalam arti khusus.*®

Metode ini penulis
gunakan untuk menyimpulkan pemikiran Masdar Farid Mas’udi

terkait dengan sub pokok pembahasan tertentu, yang sebelumnya telah

* Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Jdan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakana:
Rhineka Cipta, 2000), hal. 103

* Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan, Cet 1, (Jakarta:
Rhineka Cipta, tt), hal. 18.

™ Hadi, Metodologi Research, hal. 36
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penulis identifikasikan dari pokok-pokok pemikiran Masdar Farid
Mas’udi melalui metode Content Analysis.
¢. Metode Induktif

Metode induktif adalah pemikiran dari fakta-fakta yang
khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian ditarik generalisasi-
generalisasi yang bersifat umum.’' Metode ini penulis gunakan untuk
mengetahui pokok pemikiran Masdar Farid Mas’udi serta untuk
menguji validitas pemikiran Masdar Farid Mas’udi yang sebelumnya
telah disampaikan melalui metode deduktif.

d. Metode Komparatif

Metode ini  digunakan untuk mencari pencerahan
melalui suatu analisa penghubung sebab akibat, yakni faktor-faktor
tertentu  yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang
diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan faktor lain.**Dalam
hal ini, penulis mengkomparasikan pemikiran Masdar Farid Mas’udi

dengan pemikiran-pemikiran lain.

F. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini akan disusun secara sistematis yang terangkum dalam
lima bab dengan pembahasan tersendiri.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan sebagai kerangka dasar

penelitian ini yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

! 1bid. hal. 42.
¥ Surakhmad, Pengantar Penelitian, hal. 143,
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Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan
Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab kedua, diuraikan mengenai Biografi Singkat Masdar Farid
Mas’udi yang meliputi: Latar Belakang Keluarga dan Kehidupan Masdar
Farid Mas’udi, Riwayat Pendidikan dan Karir, Latar Belakang Sosial
Keagamaan dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi,
serta Pokok-pokok pemikiran dan Karya Masdar Farid Mas’udi dalam
Hukum Jslam.

Bab ketiga, merupakan pembahasan pokok mengenai konsep zakat
dan pajak dalam pemikiran Masdar Farid Mas’udi yang meliputi penciptaan
agama keailan berdasarkan zakat (pajak), sistem pengelolaan zakat (pajak)
oleh negara dan metode penalaran hukum Masdar Farid Mas’udi terhadap
konsep zakat dan pajak.

Bab keempat merupakan analisis penulis terhadap implikasi sosial-
ekonomi dari pemikiran Masdar Farid Mas’udi terhadap pengelolaan zakat
dan pajak yang meliputi: Implikasi terhadap kelembagaan zakat dan implikasi
terhadap kelembagaan pajak.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta

saran-sararf.



BAB II

BIOGRAFI SINGKAT MASDAR FARID MAS'UDI

A. Latar Belakang Keluarga dan Kehidupan Masdar Farid Mas’udi

Masdar Farid Mas’udi lahir di dusun Jombor, Desa Cipete, Kecamatan.
Cilongok, Kabupaten Banyumas pada tanggal 18 September 1954." 1a berasal dari
keturunan Jawa yang konon memiliki trah kiai. Ibundanya bernama Hj. Hasanah
dan ayahandanya KH. Mas’udi bin Abdurrahman merupakan seorang tokoh
masyarakat atau sering disebut sebagai kiai yang cukup terkenal oleh masyarakat
melalui kegiatan ta’/im (pengajian) dari kampung ke kampung. Kakeknya, Kiai
Abdurrahman Jombor, dikenal dengan pesantren salaf yang sebelumnya telah
dirintis oleh moyangnya, yang konon merupakan turunan keenam dari Mbah Kiai
Abdussomad yang sampai sekarangpun makam beliau masih selalu di ziarahi oleh
masyarakat islam Banyumas khususnya.z

Masdar merupakan putra ketiga dari empat bersaudara. Masdiah Mas udi,
Humam Mas’udi, Masdar Farid Mas’udi dan Mastur Mas’udi yang saat ini
seluruhnya berdomisili di dacrah Banyumas, terkecuali Masdar sendiri. Ayahnya,
KH. Mas’udi merupakan seorang aktivis politik yang sangat pemberani dalam
membela kepentingan rakyat kecil dan karena keberaniannya tersebut, tidak
jarang mengakibatkan dirinya ditangkap oleh polisi. Darah pemberani tersebut

menurun pada dua putranya, Humam Mas’udi dan Masdar Farid Mas’udi.

! Ahmad Baso, dkk, /slam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas, (Vakarta:

Erlangga, 2003), hal. 234. . '
2 Masdar Farid Mas’udi, “Jaringan Islam Emansipatoris: humanis, kritis, transormatif,

praksis”, . islamemansipatoris.com, download pada tanggal 23 April 2008.
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Humam Mas'udi pada saat ini merupakan Ketua DPC Golkar Banyumas.’
Sedangkan Masdar sendiri juga pernah ditangkap pada masa pemerintahan Orde
Baru serta ditahan di markas Pomdam Juwa Tengah, Semarang selama 5 bulan
lebih bersama 9 tokoh aktivis mahasiswa lainnya. Penahanan tanpa peiadilan ini
dilakukan karena keberanian Masdar dalam memimpin demo anti korupsi
menjelang Sidang Umum MPR 1978.°

Sejak kecil Masdar Farid Mas’udi telah dididik dalam lingkungan
keluarga yang cukup demokratis. Namun dalam hal pendidikan agama
ayahandanya cukup keras dalam menanamkan kedisiplinan dan penerapan norma-
norma agama. Sehingga hampir seluruh keluarganya permah mengenyam
pendidikan pesantren. Sementara dalam hal kecerdasan, telah terlihat dalam diri
Masdar sejak kecil, dengan kecintaannya pada buku-buku, pendidikan SD bisa
diselesaikan dalam waktu 5 tahun.

Saat ini Masdar berdomisili di Jakarta, tepatnya perumahan Candra Indah
Kelurahan Jatirahayu beserta istri tercintanya , Siti Maesaroh dan telah dikaruniai
4 putra-putri; Muhammad Igbal, Noor Layla, Noura Fadila, dan Meli Soraya.®

Riwayat Pendidikan dan Karir Masdar Farid Mas’udi
I. Riwayat Pendidikan Masdar Farid Mas’udi.

Adalah melalui dua jalur pendidikan, yaitu:

3 Wawancara dengan Humam Mas’udi, Kakak kandung Masdar .‘a~".1 Mas'udi, pada tanggal

27 Juni 2008,

4Ahmad Kosasi Marzukih, “Pancasila, Agama dan Sistem Budaya”, wwiw.nu.or.id, download

pada tanggal 23 April 2008.

5 Wawaneara dengan Humam Mas'udi. Kakak kandung Masdar Farid Mas"udi pada tanggal

27 Juni 2008™.
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a) Riwayat Pendidikan Formal

Pendidikan formal Masdar diawali dari pendidikan dasar yang
disclesaikannya di SD 01 Cipete Cilongok dalam waktu 5 tahun, karena
Masdar tergolong siswa yang cerdas dan oleh karena itu dapat mengikuti
program loncat kelas. Kemudian setelah menamatkan SD Masdar dikirim
ayahnya untuk melanjutkan pendidikan sctingkat ‘T'sanawiyah di Tegalrejo
selama + 3 tahun. Dalam masa sekolah tersebut Masdar banyak belajar
fentang agama Jslam terutama dalam  bidang ilmu alat, dengan
mempelajari sckaligus menghafalkan Alfiyah Ibnu *Agil. Setelah selesai
dan lulus dari sekolah tersebut, Masdar kemudian hijrah ke Krapyak,
Yogyakarta dan melanjutkan pendidikannya Madrasah Aliyal Krapyak.
Tidak seperti siswa lain, Masdar berperan ganda sebagai guru sekaligus
murid. Karena keahliannya dalam membaca kitab kuning sekaligus ilmu
alatnya tersebut, Masdar dapat langsung menduduki kelas 3 sekaligus
mengajar adik-adik kelasnya.®

Setelah menamatkan Aliyah, Masdar tidak langsung melanjutkan
di Perguruan Tinggi, namun tetap tinggal di pesantren dan mengajar serta
menjadi asisten pribadi Kiai Ali Maksum sebagai dosen luar biasa di IAIN
Sunan Kalijaga. Baru pada tahun 1975, Masdar melanjutkan pendidikan di
[AIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Fakuitas Syari“ah Jurusan Tafsir Hadits
dan selesai pada tahun 1979 dengan judul skripsi “Tinjauan As-Sunnah
Terhadap Faham Kebatinan”. Selama menjadi mahasiswa. Masdar sempat

e

6 wawancara dengan Humam Muas'udi, Kakak kandung Masdar Farid Mas’udi, pada tangga!
27 Juni 2008.



20

menggelar tradisi baru, yakni pengajian kitab kuning dan mengkaji
Alfiyah bagi kalangan mahasiswa di Masjid Jami’ IAIN Sunan Kalijaga.”

Setelah melalui  berbagai pengalaman, Masdar melanjutkan
program pasca sarjananya di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia,
Jakarta. Kemudian tidak jarang Masdar menjadi pembicara dalam
berbagai seminar ilmiah mewakili sudut pandang Islam baik dalam
ataupun luar negeri. Saat ini, Masdar menjadi Dosen Islamoiogi di STF

Driyarkara, Jakarta.®

b) Riwayat Pendidikan Non-Formal

Masdar Farid Mas’udi terlahir dalam lingkungan keluarga agamis
yang patuh akan nilai-nilai kepesantrenan. Norma-norma tersebut turun
temurun dari ayah, kakek dan moyangnya yang memang memiliki trah
kiai. Bahkan sebelum memasuki pendidikan formalpun, telah tertﬁnam
jiwa kepesantrenan dalam diri Masdar Farid Mas’udi yang memang
tercipta dalam keluarga dan dan pola pendidikan yang ditanamkan
ayahnya di lingkungannya.

Setelah menamatkan SD, Masdar langsung dikirim oleh ayahnya
ke sebuah pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang yang diasuh oleh Kijai

Khudlori dari tahun 1966-1969. Dalam kurun waktu tersebut (3 tahun)

? Wawancara dengan Humam Mas’udi, Kakak kandung Masdar Farid Mas’udi, pada tanggal
27 Juni 2008,

®  Masdar Farid Mas'udi, “Jaringan Islam Emansipatoris: humanis, kritis, transormatif,
praksis ", www. istamemansipatoris.com, download pada tanggal 23 Apiil 2008.
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Masdar dituntut untuk menghatamkan Alfiyah Ibnu ‘Agil, bahkan Masdar
mampu menghalalnya.

Selesai dari Tegalrejo, Masdar hijrah untuk lebih memperdalam
ilmu agamanya di pesantren Krapyak Yogyakarta di bawah asuhan Kiai
Ali Maksoem (Rois Am PBNU tahun 1988-1999) dari tahun 1969-1975.
Selama di pesantren Masdar banyak menimba ilmu pada guru-gurunya,
diantaranya Kiai Warsun Munawir dan Kiai Zzenal Abidin. Kemudian
banyak pengalaman berharga yang dapat diambil, diantaranya adalah
selesai dari pendidikan MA, selama + 3 tahun, berperan sebagai asisten
pribadi Kiai Ali Maksoem dalam mengajar di pesantren, terutama adalah
tugas-tugas beliau scbagai doscn luar biasa di TAIN Sunan Kaiijaga.
Dalam hal inilah Masdar mempercleh kesempatan langka untuk
memanfaatkan perpustakaan pribadi Kiai Ali Maksoem yang berisi kitab-

kitab pilihan, baik berupa kitab-kitab salaf (klasik) maupun khalaf

(Modem).9

2. Perjalanan Karir Masdar Farid Mas’udi

Perjalanan karimya di mulai ketika semangatnya berkobar sebagai

aktivis Mahasiswa di JAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1972, terpilih sebagai
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMIl) Komisariat Krapyak,

Yogyakarta hingga tahun 1974, kemudian tahun 1976, terpilih scbagai Sekjen

praksis™

¢ Masdar Farid Mas’udi, “Jaringan Islam Emansipatoris: humanis, kritis, transormaif,
 WWW. islamemansipatoris.com, download pada tanggal 23 April 2008.
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Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga.'” Kemudian sekitar tahun 1982
Masdar terpilih sebagai ketua [ Pengurus Besar PMII periode 1982-198;
mendampingi  Muhyidin  Arubusman  selaku  Ketwa Umum. Setelah
menyelesaikan kuliah, tahun 1980 Masdar hijrah ke Jakarta. Oleh karena
semasa kuliahnya Masdar seringkali menuliskan berbagai pemikiran kritisnya
di media, maka pada saat itu Masdar bekerja di sebuah Lembaga Missi 1slam
NU dan menjadi wartawan di berbagai mass media ibu kota."

Tahun 1983, yaitu sejak awal berdirinya P3M (Perhimpunan
Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang Dbertyjuan untuk
mengembangkan masyarakat melalui pesantren, Masdar diangkat sebagai staf
redaksi Majalah Pesantren, scra mengorganisir pelatihan-palatihan bersama
para Kiai muda pada saat itu.'? Di lain pihak, dengan di dukung oleh Rabithah
Ma’ahid 1slami (RMI} dibawah pimpinan (aim) KH. Imran Hamzzh dan (alm)
KH. Wahid Zaini, Masdar meriniis berbagai kegiatan kajian khazanah
keislaman salaf melalui berbagai halagah. Di mulai dari halaqah Watucongkol
tahun 1989, dengan tema “Memahami Kitab Kuning Secara Kontekstual”
kegiatan ini terus bergulir di berbagai daerah dengan keikutsertaan para kia;
baik kiai sepuh ataupun kiai muda. Salan satu dari bentuk outputnya yang

monumental adalah Rumusan Metode Pengambilan Hukum yang jad
menjadi

keputusan Munas NU Lampung 1992."

download pada tanggal 23 April 2

v Apmad Kosasi Marzukih. “Pancasila, Agama dan Sistem Budaya”
. wwweniorid.

008.
| TR =141

1slamlib, " Profil”, hup:l! wyww.masdarmasudi.com/, d
radisi, Relusi-Relasi Kuasa, hal‘2203‘imlmd pada tanggal 05 Mei 2008.

12 Bryinessen, VU: T
hutp: /i www.masdarmasudi.com/, download pada tanggal 05 M
5 Mei 2008..

1 [slamlib, “Profil”,
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Saat ini, Masdar menduduki jabatan sebagai Ketua Pengurus Besar
Nahdlatul *Ulama (PBNU) sckaligus scbagai Direktur P3M Jakarta, Anggota
Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Waich), Komisi Ombudsman
Nasional (KON), serta membina sebuah pesantre= Al-Bayan, di kampong

Cikiwul, Pancoranmas, Cibadak, Sukabumi'®.

C. Latar Belakang Sosial Kcagamaan dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran
Masdar Farid Mas’udi.

Setiap pemikiran Masdar cukup menimbulkan kontroversi, terutama di
kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena adanya unsur provokasi dan
keberanian yang cukup besar dalam menuangkan ide-ide kritis berdasarkan
pemikiian serta realitas dalam pengamatannya.

Jiwa kritis Masdar ini berawal dari nilai-nilai ataupun kebebasan
berfikir yang ditanamkan oleh ayahnya, Kiai Mas’udi bin Abdurrahaman
dalam lingkungan keluar‘:g;an},'a.ls Sepertinya Masdar memang terlahir dalam
keluarga yang demokratis, sarat dengan nilai-nilai agama sekaligus aktivis
yang berani mengeksplor ide-ide kritisnya. Hal ini terbukti dengan keberanian
ayahnya, Mas’udi bin Abdurrahman dalam berpendapal, sehingga

sebagaimana yang dialami olch Masdar sendiri, ditangkap dan ditahan oleh

aparat Polisi.

—

14 Wawancara dengan Humam Mas’udi, kakak kandung Masdar Farid Mas’udi, pada tanggal

27 Juni 2008.
15 Wawancara dengan

27 Juni 2008.

Humam Mas'udi, Kakak kandung Masdar Farid Mas'udi, pada tanggal



Sejarah latar belakang yang kemudian mempengaruhi pemikiran
Masdar adalah guru-gurunya serta aktivitasnya selama menjadi mahasiswa
IAIN Sunan Kalijaga bersama para aklivis lainnya. Di antara guru-gurunya,
tokoh guru yang kemudian paling berpengaruh adalah Kiai Ali Maksoem
Krapyak yang dikenal scbagai Rois *Am PBNU tahun 1988-1999 dan sebagai
Kiai yang moderat. Pengalaman Masdar sebagai asisten gurunya tersebut serta
kesempatan untuk mengakses perpustakaan pribadinya menjadikan pola
pikirnya menjadi lebih matang akan hal-hal yang berirama kitab klasik, dan

kemudian kebebasan ruang berfikir yang diperolehnya menjadikannya sebagai

sosok yang kritis dalam mengupayakan sebuah perubahan.

Hingga saat ini, karir Masdar Farid Mas’udi tidak lepas dari komunitas
Islam Nahdlatul *Ulama (NU) yang berbasis pesantren. Dalam komunitas NU
sendiri, Masdar dikenal sebagai generasi muda kedua setelah Gus Dur yang

pemikiran dan gerakannya memperoleh pengakuan dari kalangan dalam NU.

Sebelumnya, keberadaan Masdar di LSM (dalam hal ini adalah P3M dan

LAKPESDAM) semakin menjadikan pemikiran-pemikirannya semakin

progresif. Dalam konteks ini, tampaknya semakin berkembang kuantitas

orang-orang NU yang terdidik di Perguruan Tingg! (termasuk Masdar

didalamnya) yang juga telah mengalami proses interaksi dengan komunitas

yang plural di perkotaan dengan ruang terbuka untuk mengembangkan
- 16
aktivitas kritis melalui LSM.

e —

hal 23.

16 | gode Ida, NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, (Jakarta: Criangga, 2004).
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Menurut hemat penulis pandangan Masdar secara keseluruhan adalah
mengarah pada pola emansipatorisasi hukum Islam dalam strategi
implementasinya. Hal tersebut tidak bisa lepas dari latar belakangnya scbagai

aktivis LSM, yang memungkinkan untuk secara intens terlibat dalam

pembuatn kebijakan bagi pengembangan civil society.

D. Pokok Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dalam Hukum Islam

Dalam kiprah pemikiran Masdar Farid Mas’udi yang paling menonjol

adalah pemikirannya di bidang keagamaan yang seningkali dianggap nyeleneh dan

mengejutkan. Secara garis besar pemikiran Masdar dapat diidentifikasikan dalam

sebuah kerangka paradigmatik yang discbutnva sebapai Islam pembebasan dan

emansipatoris ~ atatl Al-islam ~ at-taharruri.  Dari sudut  visi dan  akar

keprihatinannya, Islam emansipatoris ini memiliki karakter yang berbeda dengan

kedua gerakan yang banyak dibicarakan crang, yakni Islam Liberal (Islib},

maupun antitesanya islam fundamentalis (istund). Bahkan, Islam emansipatoris

inji bisa dikatakan sebagai sebuah kritik terhadap kedua wacana ataupun gerakan
[slam terscbut.

Bagi Masdar, Islan datang ke bumi bukanlah untuk kepentingan Allah

maupun bagi ajaran {slam itu scndiri. Islam adalah rahmat Allah bagi umat

manusia untuk kemuliaan, martabat manusia itu sendiri secara lahir-batin,

jasmani-rohan dan personal-sosial. Oleh karena itu, agar Islam dapat menjadi

g mampu membawa umat manusic. untuk keluar dari tata

motor perubahan yan
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kehidupan yang scmakin dipenuhi oleh kezaliman ini, harus dibangun melalui
empat tahap pembebasan' g

I. Kepedulian yang mendalam terhadap problem kemanusiaan

2. Mendefinisikan akar problem kemanusiaan secara kritis

3. Merumuskan kerangka tranformasi (perubahan)

4. Langkah-langkah praktis menuju pembebasan.

Masdar sangat tidak setuju dengan adanya taklid buta dalam beragama.
Dalam hal ini Masdar terus menganjurkan agar aktivitas ijtihad harus terus
dikembangkan sebagai upaya untuk mencari pilihan-pilihan konsepsional yang
asldh bagi kehidupan umat manusia, berdasarkan asas kemaslahatan dan keédilan
semesta dengan tanpa memandang perbedaan ras, keyakinan, agama, suku dan

bahasa.'®

jauh sebelum melontarkan ide tentang keharusan mengembangkan
ativitas berijtibad, Masdar telah melakukan kritik terhadap upaya-upaya
sistematis yang menghambat dan selalu mencurigai setiap keinginan yang
menjurus pada pemikiran ulang konsepsi-konsepsi keagamaan lama. Usaha yang

dimaksud meliputi : pertama, penciptaan mitos bahwa keinginan seperti itu

seakan hanya bisa dipenuhi oleh seorang yang memiliki kualitas keulamaan yang

sekarang ini tidak lagi dilahirkan di muka bumi, dan kedua, pemikiran ulang

7 Masdar Farid Mas'udi, “Zakat Menjiwai Pajak”, http: /twww.masdarmasudi.com/berita,

download pada tanggal 23 April2008.‘ . ‘
5" lihat Masdar Farid Mas'udi, “Menuju Keberagaman Yang Populistik :Reorientasi

Pemikiran Keagamaarn Nahdlatul UIama’_Muhammadiyah‘i dalam Yunahar flyas, dkk.{ed).
Muhommudivah don NU Reorientasi Wawasan Keistaman, (Yogyakaria: kerja sama LPPL umy,
LKPSM NU dan PP. Al Muhsin Yogyakarta, 1993), hal. 190, dalam Mahsun Fuad, Hukum stam

Didomesia-Dari Nalar Partisipdtoris Hingga Emansipatoris (Yogyakana: LKiS, 2005) hai. 192.




27

tersebut selalu dianggap dan dipandang tidak perlu karena hanya akan membuat
stabilitas keagamaan umat yang sudah mapan kembali berentakan. '’

Setelah menguraikan kelemahan-kelemahan figh klasik dan melontarkan
ide untuk terus mengembangkan aktivitas ijtihad, Masdar Farid Mas udi
menyatakan bahwa tawaran teoritis (ijtihddi) apapun, baik didukung oleh nas
maupun tidak, asalkan mampu menjamin kemaslahatan, maka hal tersebut adalah
sah. Oleh karena itu. Masdar Farid Mas’udi mencoba mengultimasi umat dengan
mengatakan bahwa kaidah yang dicetuskan oleh Imam Syafi’i yang selama ini
dipegang teguh di dunia figh yang berbunyi /zd crhha al-hadits fu huwa
madzhdbi, perlu ditinjau kembali, sebab kaidah ini hanya memperhatikan bunyj
harfiah (teks) dan mengesampingkan kandungan substansinya, atau lebih
mengutamakan legal formal dari pada tuntutan keadilan sebagai jiwanya. Sebagai
konsekuensinya, kaidah tersebut harus disubstitusi dengan kaidah lain yang
berbunyi /zd sahhat al-mashliahat Jfa huwa (hiya) madzhabi,°

Kemudian menurut Masdar Farid Mas’udi, pandangan umum mengenai
ijtihad yang selama ini berjalan hanya menjangkau hal-hal yang bersifat zagmni
(Ayat Al-Qur'an yang tidak atau kurang pasti dan dapat diubah-ubah
pemahamannya) dan kurang mencermati teks gar’i (ayat Al-Qur’an yang
dianggap pasti dan pemahamannya fidak bisa dirubah). Sebagai contoh ayat
tentang potong tangan atas pencuri (QS. Al-Maidah: 41) atau hukum cambuk 100
kali atas perzinaan (QS. An-Nur: 2). Dengan meletakkan kembali maslahat

bagai asas ijtihad maka konsep lama tentang gat’i-zanni terasa kurang bisa
sebagal asas )

—

19 Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Istam, (Jakarta:

P3M,1993) hal. 1.
2 1bid, hal. 110.
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menjadi solusi alas berbagai persoalan baru yang terus berkembang. Dari sini
Masdar Farid Mas’udi melihat pentingnya merekonstruksi kedua konsep tersebut
dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah baru yang muncul.?'

Berdasarkan hal tersebut, secara eksplisit rekonstruksi konsep gat ‘i-zanni
akan mengancam keteniuan formalitas. Masdar Farid Mas’udi mencoba
mencmpatkan cita kemaslahatan berada di atas patokan formal. Cita kemaslahatan
ini mengendalikan arah pemahaman terhadap ketentuan nas yang legal-formul.
Ayat-ayat teknis, aplikatif dan instrumental itu tidak mengikat, tetapi tidak harus
dirubah. Sebab relevansinya masih dapat dipakai pada konteks tertentu. Namun
disisi lain, terbuka bagi kita untuk membangun fawaran teknis baru, yang akan
terasa lebih efektif’ untuk diaplikasikan. Dengan demikian, perubahan yang
terjadi, semata-mata tergantung pada rasa keadilan kita.2

Beberapa implementasi gagasan yang muncul dari pikiran Masdar Farid
Mas’udi, secara paradigmatik memang berdasarkan atas kepedulian mendalam
terhadap problem-problem kemanusiaan umat Islam khususnya yang berbasis

pada kemaslahatan. Gagasan awal Masdar Farid Mas’udi adalah pada tahun 1987,

dibawah naungan Syuriah, untuk periama kalinya dilakukan peninjauan ulang

terhadap kitab kuning yang dipelajari di pesantren, namun dikesampingkan oleh

kaum modernis. Kegialan ini dipimpin langsung olch Masdar Farid Mas udi

sendiri dan kegiatan ini menjadi penting karena kitab kuning tidak pernah

——————

2 Ibi [ 17-19. )
2 ﬁ;is:?] Fuad, Hukum Islam Indonesia, hal. 227.

_4_——
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sebelumnya. Halaqah ini mendapat penentangan keras dari para kiai konservatif

dan kemudian terpaksa dihentikan sementara. >

Pemikirannya yang terkenal dan paling diseriusi adalah konsep “Agama
Keadilan™, terutama penafsirannya kembali atas ajaran zakat. Berawal dari
problem ketidakadilan yang menyelurvh, yang diawali dari ketidakadilan
ekonomi, Masdar berpendapat bahwa lebih dari sekedar ajuran sedekah, karitatif
yang tidak berdampak, zakat pada dasarnya adalah konsep etika sosial dan politik
kenegaraan untuk keadilan. Pada dataran teknis, zakat merupakan konsep
perpajakan yang ada pada kewenangan negara/pemerintah untuk redistribusi
pendapatan secara radikal agar kescjahteraan tidak hanya dapat dirasakan oleh
golongan orang-orang kaya saja. Menurutnya, asndf delapan adalah acuan
penyusunan anggaran belanja negara, di pusat maupun Juerah dengan pemihakan

yang jelas dan terukur kepada kepentingan masyarakat luas, terutama yang

lemah 24 Pemikiran tersebut dinilai cukup orisinal (nyelench).

Kemudian gagasan besar yang tidak kalah kontroversial adalah

peninajauannya kembali terhadap waktu pelaksanaan Ibadah haji. Hal ini
dilatarbelakangi oleh peristiwa tragedi kemanusiaan, Muashim pada tahun 1992
dengan jumlah korban lebih dari 2000 jamaah haji yang mati secara mengenaskan
a terinjak-injak. Musibah tersebut masih saja terjadi dari tahun ke tahun,

karen
akibat terbatasnya ruang (space) pelaksanaan ibadah haji yang scmakin tidak
seimbang dengan jumlah jamaah. Untuk itu, Masdar menawarkan solusi agar

__—_‘__._._F .

mudian di lanjutkan dalam forum P3M (Perhimpunan Pengembangan P=santren
kemudian pad
ambilan kepy
, (Yogyakaria
ih, *Pancasl

a tahun 1992 diambil langkah pertama menuju reaxtualisas
tusan bersama (/stinbath Jama'i). Lihat, Andree Feillard, NU

karta: LKIS, 1999), hal.377.
la, Agama dan Sistem Budaya”, www.nu.or id, download

2} Upaya ini ke
dan Masyarakat) yang
hokum, dengan cara peng
vis-g-vis Negara, Terj. Lesmand

2Ahmad Kosasi Marzuk

pada tanggal 23 April 2008.
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umat Islam kembali pada ketentuan waktu pelaksanaan ibadah haji, yakni pada
buian Syawal, Dzulga’dah dan Dzulhijjah.**
E. Karya —Karya Masdar Farid Mas’udi.

Terhitung cukup banyak kontribusi pemikiran Masdar dalam hal sosial
yang berbasis keagamaan. terutama sejak aktif di P3M, banyak tulisan-tulisan

yang fertuang diantaranya dalam Majalah Pesantren, Aula NU, Ulumul Our’'an

maupun di media cetak lainnya.Tulisan Masdar lainnya dapat ditemukan pada

beberapa buku yang merupakan kumpulan tulisan, diantaranya:

I. Artikel berjudul “Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformasi

“dalam Iqbal Abdurrouf Saimina (Penyunting), Polemik Reaktualisasi Ajara

Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Artikel berjudul “Teologi Rasionalistik Dalam Islam: Suatu Telaah Kritis Atas

Teologi Muktazilah™ dalam M. Mansur Amin (ed), Teologi Pembangunan :

Paradigma Baru Pemikiran Islam, Yogyakarta: LKPSM-NU, 1989.

3. Arikel berjudul “Menuju Keberagaman Yang Populistik : Reorientasi
Pemikiran  Keagamaan Nahdlatul  Ulama’-Muhammadiyah”  dalam

Muhammadiyah dan NU:Reorientasi Wawasan Keislaman , Yogyakarta :

kerjasama LPPI UMY, LKP SM-NU dan PP Al Muhsin Yogyakarta, 1993.
4. Artikel berjudul © Telaah Kritis Atas Teologi Muktazilah” dalam Budhi

Munawar-Rachman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah,

Jakarta: Paramadina, 1994.

___.—-—'—'_'_—_.— .
ihou i ma dan Sistem Budaya”, www.mior
¥ Ahmad Kosas) Marzukih. Pancasila, Aga \{ vw.mi or. id, download

pada tanggal 23 Apri! 2008.
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5. Artikel berjudul "Islam Dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Hukum Islam”

dalam Ahmad Suacdi (cd), Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi, P3IM

dan LKiS, 2000.
. Artikel berjudul “ Zakat Bukan Money Loundring”, dalam Muhtar Sadili (ed),

Problematika Zakat Kontemporer, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003.
Artikel berjudul “Zakat Dan Keadilan Sosial” dalam Sayed Mahdi-Singgih

Agung (ed), Islam Pribumi: Mendialoghan Agama Membaca Realitas,

Jakarta: Erlangga, 2003.

Sedangkan pemikiran Masdar yang tefah diterbitkan dalam buku utuh adalah:

. Agama Keadilan : Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, cet 1, Jakarta: P3M,

199|. Buku ini merupakan karya monumental yang cukup kontroversial dan

mnggemparkan di kalangan para ulama, schingga buku ini harus dicerak ulang

hingga beberapa kali.
 Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan . Dialog Figh Pemberdayaan,

Bandung: Mizan, 1997. Dalam buku ini Masdar berusaha menghadirkan

wacana pembelaan dan advokasi terhadap kaum perempuan dengan

memberikan tafsir ulang atas beberapa ayat yang dinilai bias gender, terutama

dalam hal kedudukan perempuan dalam rumah tangga, masalah kewarisan dan

masalah hak perempuan untuk menjadi pemimpin tertinggi (presiden).



BAB HI

KONSEP ZAKAT DAN PAJAK DALAM PEMIKIRAN

MASDAR FARID MAS'UDI

an Agama Kcadilan Berdasarkan Zakat (Pajak)

A. Pencipta

1. Zakat dan Pajak dalam Islam

Dalam ajaran [slam sebagaimana termakiub dalam Al-Qur’an didapati

adanya dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan; salat dan

zakat. Penggandengan kedua perintah tersebut mengandung makna yang sangat

dalam. Periniah salat dimaksudkan untuk meneguhkan keislaman jati diri

manusia pada dimensi spiritualitasnya yang bersifat personal. Sedangkan perintah

zakat dimaksudkan untuk mengaktualisasikan keislaman jat diri manusia pada

dimensi kesadaran clis dan moralitasnya yang terkait pada realitas sosial. Salat

merupakan sisi keislaman yang terkait dengan Tuhan sebagai obyek pencarian

personal yang subyektif dan (ransenden (sesuatu yang berhubungan dengan apa

yang selamanya melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dari

asan ilmiah), sedangkan
{ cita pencarian sosial yang obyektif dan Jmanent (sesuatu

_ zakat merupakan sisi keislaman yang terkait
penjel

dengan Tuhan sehaga
yang ada dalam dirinya). Dan manusia, dalam keutuhannya tidak bisa memilih
salah satunya, tapi harus kedua-duanya secara integral.

Sebagai agama yang datang untuk kehidupan manusia dalam ukuran
yang normal (waj ar), Islam tidak saja harus bisa dicerna oleh logika penalaran
{ma’qul), tetapi juga harus bisa dicerna oleh logika kesejarahan (ma’mul).

Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam islam, (Jakarta:

} Masdar Farid Mas'udi,
P3M, 1993), hal. 29-30.

32
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Orang bisa saja menilai seluruh rukun Islam adalah ma ’qﬁi, tetapi dari kelima
rukun Islam tersebut, satu-satunya yang ma'qil sekaligus ma 'mul hanyalah
zakat, karena pencapaian keadilan sosial berawal dari persoalan harta.’
Sebagaimana para fukaha, Masdar mendefinisikan zakat sebagai’:

“Suatu sebutan untuk kadar tertentu dan
o an harta ..
dibagikan untuk pihak yang juga tertentu” tertentu yang wajib

Meskipun demikian, faktanya di antara rukun-rukun Islam yang lain,
zakat merupakan satu-satunya rukun yang paling terlantar. Hal ini disebabkan
adanya persoalan serius dalam ajaran zakat, terutama dalam pemahaman umat
Islam, apalagi dalam teknis pelaksanaannya.® Dari sisi kondisi sosial

masyarakat sendiri, ada beberapa hal yang menjadikan kurangnya perhatian

terhadap zakat, di antaranya adalah®:

«pertama, Saat ini sudah ada sistem pajak
pemerintah (meskipun kurang maksimal), pséhinggzngakt:tra;?r oleh
tidak diperlukan lagi. Kedua, Pemerintah yang ada sekaran anggap
memenuhi syarat sebagai amil zakat. Keriga, Karena zakat ti dgaklldalf
diatur oleh pemetintah, masyarakat menjadi kurang percaya b lagi
sakat yang dikumpulkan akan dipergunakan untuk h al-{xal &;ha\:;

semestinya”.

Bertolak dari sejarah pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW
bersama para sahabat telah membentuk suatu lembaga negara. Namun
lembaga negara tersebut dibangun dengan penuh waspada, serta meyakinkan

masyarakat akan pentingnya kontrol sosial (amar ma 'ruf nahi munkar) secara

e ————

wZakat ans ih*
Z Konscp Harta yang Bersih”. www.masdarmasudi.com

2 Masdar Farid Mas’udi,
3 Juli 2008.
adifan, hal. 41.

di, “Zakat dan Keadilan Sosial” dalam .

Membaca Realitas, (Jakarta: Erlangga, 20038)3{;3 ggahd' (ed), Isiam

Rasional: Gagasan dan Pemikiran, (Bandung: Mizan 1995), hal

download pada tanggal 2
Y Mas'udi, Agama Ke
4 Masdar Farid Mas’y
Pribumi: Mendialoghan Agaird.
5 Harun Nasution, slam

244.




34

berkesinambungan, agar keberadaan lembaga negara tetap sebagai alat, bukan
hanya bagi kalangan tertentu saja, melainkan bagi kepentingan seluruh rakyat
yang ada dalam otoritasnya. Dari sudut konsepsi zakat, kedudukan negara
atau kekuasaan pemerintahan adalah amil yang harus melayani kepentingan
segenap rakyat, dengan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.’
Terkait dengan pajak, pada masa awal Islam merupakan
upeti/pungutan yang hanya ditarik ketika Baitul Mal mengalami kekosongan.
Ketika dana zakat telah disalurkan, sementara negara memerlukan sesuatu dan
bersifat mendesak, maka negara berhak menarik pajak terutama kepada orang-
orang yang memiliki barta berlebih.” Pajak memiliki arti yang sangat berbeda
dengan zakat. Perbedaan arti pajak dan zakal juga dapat dilihat dari kala

asalnya. Zakat Uerasal dari kata kerja zakd yang berarti ketenangan jiwa,

sedangkan pajak menurut syariah berasal dari kata daraba yang berarti

memberatkan manusia, karena disampaikan sebagai hukuman, beban berat

dan pengurangan,’ sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Baqarah: 61

= - £y o, . » o, L ‘,’ . = v
L‘.’wéf&{Juﬁ?UM}’;L”b&f;\@Jw -2 %
R
2 - :5, ot Eowe 3
:'.)JJ:J-—-"J*"J Lghat ‘-w-~‘-°3 Le-vﬂ) &5 Leluu.ouaﬂ\t ..".,

6 |ihat Masdar Farid Mds‘udi: «Zakat: Konsep 1_-Iarta yang Bersih” dalam Budhy Munawar-

Rachman (ed), Komeskmah.sas‘: Dokirin lsft;mk daia{;n Se..z..arah. (Jakarta: Paramadina, 1994), hal. 425
. Baso, NU Spudies: Pergolakan Pemixiran Antara Fundamentalisme sl

dalam Ahmad arta: Erlangga, 2006), hal. 354, stum  dun

Fundamentalisme Neo Libral, (J hal. 3
ur amm alis. Syariuh, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 210.

7 Gusfahmi, Pajuak Menurul
8 Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pujak, (Yogyakarta: PT. Tiara

Wacana Yogya, 2003).

hal. 24.
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Rt AR
NEPTN Y pUT-y
“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar
(tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk kami
kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang

ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya,
kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu
mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? pergilah kamu ke
suaty kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minia". lalu ditimpahkanlah
kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari
Allah. hal itu (terjadi) Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Aliah dan
membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian ity (ierjadi)

Karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas”
Secara bahasa maupun tradisi, daribah dalam peng sunaannya memang

mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan darfbah untuk

menyebut harta yang dipungut secara wajib. Bahkan para ulama menyebut

' 9
khardj dan jizyah merupakan daribah.
Dalam sejarah Islam, zakat dan pajak pernah ditetapkan secara

bersamaan. Dalam literatur fikih dan sejarah ditemukan istilah khard, jizyah

dan ‘usyr,® dengan pengertian sebagai berikut:

a  Kharij pada awalnya merupakan pajak tanah yang dipungut dari non-Muslim
Ketika Khaibar ditaklukkan. Jumlah khardj adalah tetap, yaitu setengah dari

hasil produksi kepada negara.'' Sedangkan Masdar Farid Mas'udi

—
% Gusfahmi, Pajak Menurul Syanh alh,ghal- 27.

10 At Zakat Sebagai Instrumen, hal. 3.

1 ﬂ'&iﬂmmad. Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba

Empat, 2002), hal. 183.
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berpendapat bahwa kharg/ bukanlah pajak tanah, melainkan semacam
retribusi sewa tanah negara yang dibayarkan oleh penggarapnya,'?

b. Jizyah merupakan kewajiban keuangan atas penduduk non-Muslim di
negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan properti
dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing-masing."?

c. Usyr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar
hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang
nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat
peningkatan perdagangan, walaupun terjadi beban pendapatan negara. '

Berbeda dengan zakat yang karena kedudukannya sebagai rukun

Islam, maka dipandang sakral dan olch sebab itu siapapun yang

menanganinya dituntut sikap yang ekstra hati-hati, sedangkan khardj, jizpah

dan ‘wsyr tidak demikian. Secara cksplisit penyaluran dana zakat telah
ditentukan dalam Al-Qur'an, sedangkan kharaj, jizyah dan ‘usyr lebih

memiliki ruang kebebasan dalam penyalurannya.

Konsep Keadilan dalam Islam

Sebagai negara mayoritas penduduk Muslim, Indonesia sejatinya telah
mencanangkan tujuan dan konsep bernegara yang benar dan mulia. Tujuannya
adalah keadilan sosial bagi semua, dengan landasan spiritual Ketuhana

n

YME, landasan moral kemanusiaan yang adil dan beradab, landasan sosial

12 Mas'udi, Agama Keadilan, hal. 53.
urut Syariah, hal. 119.

3 Gusfahmi, Pajek Men
14 puhammad, Kebijakan F iskal, hal. 185.
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persatuan dalam kebinekaan dan acuan politik kerakyatan dalam

permusyawaratan perwakilan. 13

Cita keadilan bagi manusia bukanlah sesuatu yang asing. Secara fitrah,
cita dan sabda keadilan itu tersirat melalui ilham ketuhanan pada nurani setiap
manusia. Oleh sebab itu, boleh dikatakan bahwa keislaman manusia pada
dimensi ini adalah merupakan keislamannya pada suara nuraninya sendiri
untuk menegakkan keadilan disatu pihak dan menghindarkan kedzaliman di
pihak lain. Seperti halnya suara nurani untuk mengenal dan luluh dalam

Tuhan itu bersifat universal. Maka suara nurani untuk cita-cita keadilan pun

demikian.'® Konsep keadilan Masdar tersebut bisa dikatakan sebagai konsep

yang universal, bernilai kebenaran dan mutlak. Sehingga konsep keadilan

yang secara tidak langsung mensejajarkan Tuhan dengan prinsip keadilan,

tidak memerlukan sebuah ijtihad ataupun modifikasi.

Konsep keadilan dalam Islam sangat relevan dihubungkan dengan

»akat, Keadilan bersifat primer dan masalah paling mendasar acalah l:eadilan

ckonomi. Bagaimana orang yang kurang beruntung dapat merasakan

kebahagiaan orang kaya. Oleh %arena itu, dalam rangka mengentaskan

kemiskinan tersebut, harus ada usaha sungguh-sungguh. Hal tersebut

merupakan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab untuk menegakkan

Leadilan yang dimulai dari keadilan ekonomi. Itulah sebabnya, zakat

e

15 Ahmad Kosasi Marzukih. wPancasila, Agama dan Sistem Budaya”. www.m.or.id,

,al 23 April 2008.
download pada tanggal 23 AP hal. 15-16.

16 nas’udi, Agama Keadilan,
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merupal.an salah satu rukun dalam slam yang bisa menggunakan kekuasaan

negara (sebagai pajak).'’

Rasa keadilan adalah suau nilai yang abstrak, tetapi menuniut suatu
tindakan dan perbuatan yang konkret dan positif. Penunaian zakat adalah
sebuah contch konkret atas rasa keadilan sosial karena pembayaran zakat
adalah berupa pemberian sejumlah harta yang sangat dicintai dan diberikan
secara cuma-cuma. Tanpa rasa keadilan, zakat akan terasa sangat berat. Oleh
karena itu, zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya saja. Berbeda dengan
pajak, siapa saja baik yang kaya ataupun yang miskin dapat terkena kewajiban
pajak dengan motivasi kepentingan negara.'®

Anggapan bahwa pajak yang dibayarkan oleh warga negara Muslim
dengan niat zakat hanya boleh diperuntukkan bagi umat Islam menjadi kurang

tepat, karena pada prinsipnya kehadiran Islam adalah untuk menjadi rahmat

bagi semesta, sebagaimana dalam QS. Al-Anbiya: 107
o < . .; .. B 194 -
N YLV IR MW 3
“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi

semesta alam”
Dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang Mustahik zakat, sama sekali

tidak ada catatan bahwa hanya orang yang beragama Islam saja yang berhak

- 19
menerima sadagah tersebut.

17 Mas’udi, “Zakat dan K eadilan Sosial” dalam Islam Pribumi, hal. 100.
18 Abdurrachman Qudir,

RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 160.
hal. 69.

19 Ali, Zakat Sebagai Instrumert

Zokat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: PT
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Berdasarkan pengamatannya, Masdar berpendapat bahwa zakat
merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan persoalan manusia,
terutama mengenai keadilan.”® Umat Islam, terutama para pemimpin dan
ulama tidak bisa melepaskan tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan
semesta yang discbabkan oleh negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari
lembaga pajak, umat Islam menjadi menanggung beban berat, karena harus
melaksanakan dua macam kewajiban, zakat sebagai kewajiban agama dan
pajak sebagai kewajiban negara.’’ Oleh sebab itu, kewajiban zakat menjadi
terkalahkan oleh kewajiban pajak.

Namun demikian, kenyataannya pada dataran empiris tingkat
kemampuan masyarakat tidak semuanya sama. Hal ini menjadikan suatu kritik
terhadap sistem perpajakan khususnya di Indonesia. bahwa pemanfaatan atas
proyek-proyek yang dilakukan pemerintah, oleh masyarakat digunakan dalam
batas dan tingkat yang berbeda. Sehingga dalam hal pajak, pemerintah harus

melakukan suatu perencanaan yang efektif guna memelihara prinsip keadilan

dalam regulasi pajak.22 Hal ini sangat berbeda dengan zakat yang memang

sudah teratur rapi dan memenuhi unsur keadilan yaitu hanya orang yang

memenuhi kriteria wajib zakat saja yang berkewajiban berzakat dengan

ukuran yang tertentu juga.

e ——

Rembang” Auia No. 7,
Hukum Islam Indonesia,

20 "udi ian, hal. 4.
0 pMas’udi, Agama Keadilan, ‘
: ajak: Jawaban Masdar Farid Mas*udi untuk Kiai Kholil Bisri

21 LY Hd
Mas’udi, “Zakat dan P ) ;
Agustus 1992, hal. 70-71, sebagaimana dikutip oleh Mahsun Fu'ad dalam

hal. 102. ‘ '
22 Ahmad Dahlan, Keuungan Publik Islam: Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Grafindo Litera

Media, 2008), hal. 108.
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Dalam konteks Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas slam
namun bukan negara Islam, nilai keadilan yang dirasakan akan berbeda dengan
nilai keadilan pada negara [slam ataupun negara sekuler. Karena tolok ukur
masyarakat adil adalah suatu masyarakat yang bebas dari segala bentuk eksploitasi
ekonomi dan dominasi budaya, agama, pengetahuan, ideologi dan gc:nder.23

Ketika Indonesia harus mentransformasi sebuah sistem yang
diinginkan untuk mencapai keadilan, mzka harus melakukan transformasi
pada dataran struktur dan sistem sekaligus yang kemudian akan berpengaruh
pada perubahan sikap mental perorangan. Hal ini berarti bahwa sekalipun para
pejabat telah diganti. namun struktur dan sistem tetap sama, maka perubahan
serta pencapaian masyarakat adil tidak akan pernah terj adi.™
Penyatuan Kembali Zakat dan Pajak

Ada banyak cara ataupun pendapat untuk mewaujudkan sebuah
keadilan masyarakat dalam konteks kenegaraan. Berbagai contoh referensi

pelaksanaan kebijakan dalam penentuan anggaran belaaj- negara, dari mulai

zaman kepemimpinan Rasulullah SAW hingga pada masa sahabat serta

kepemimpinan modern dapat dijadikan rujukan bagi penciptaan kesejahteraan

negara, terutama menyangkut kemaslahatan penerapan ekonomi Islam dalam
negara. Salah satu persoalan laten delam konsep ekonomi Islam adalah
alan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara

perso
Muslim. Hal ini telah mengandung perdebatan berlarut-larut hampir sepanjang

gh Sebagai Paradigma Keadilan” dalam Anang Haris Himawan (ed)

2 Mansour Fakih, “Fi )
Format Baru Figh Indonesia, (Yogyakarta: Walisongo Press dan

Epistemologi Syara: Mencari
Pustaka Pelajar, 200), hal. 145.
M thid, hal. 143.
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sejarah Islam itu sendirl. Untuk itu, Masdar Farid Mas’udi menawark
S iawarkan
konsep untuk mengintegrasikan zakat dan pajak, schingga kewajiban seorang
muslim terhadap agama dan negara dapat terlaksana secara simultan. 2 &
Merujuk kepada pola kepemimpinan pada masa awal Islam, Rasulullah
SAW mengharamkan diri dan keluarganya dari dana zakat (pajak). Dana tersebut
dihimpun dari rakyat dan sepenuhnya digunakan untuk tujuan menegakkan
keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan tujuan spiritual etis ini Rasulullah SAW
mengajak umatnya untuk menunaikan kewajiban pajaknya dengan niat zakat
bukan semata-mata sebagai beban yang dipaksakan oleh penguasa/ne ara:
melainkan sebagai kewajiban yang dihayati dari dalam yang kemudian jkan
berdampak pada kesucian personal bagi pribadi yang melaksanakannya.?*
Masdar meyakini bahwa zakat adalih sebuah mekanisme spiritualisasi
bermasyarakat melalui pintu masuk yang paling material. Sementara pintu
masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara acalah
pajak, karena tidak ada negara yang bisa hidup tanpa adanya pajak. Oleh

karena itu, Istam mensucikan kehidupan berbangsa, bermasyarakat d
] a[ an

berpolitik melalui zakat (pajak).”’
Berdasarkan hal tersebut, Masdar Farid Mas’udi berpendapat bahwa®®
t bahwa™:

«pemisahan lembaga zakat dan lembaga pajak adulah satu h
sesat dan menyesatkan. Karena konsep zakat adalaha u hal yang
konsep pajak yang harus digunakan sebcs_h._beSmmerupakan
kemakmuran rakyat, tanpa memandang agama serta suku b ya untuk
dasarnya, hakikat membayar pajak pada saat ini sama ;a?ss?i& I:Z(la

an

3 Ali. Zakat Sebagai Instrumen, hal. 57.

2 Masudi, Agama Keadilan, hal. 96-97.
'udi, “Zakat Bukan Money Laundring” dalam Muhtar Sadili (ed)
i (ed),

27 Masdar Farid Mas’u
(Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hal. 172

Problematika Zaket Kontemporer, V&0 .
® pfas’udi, “Zakat dan Keadilan Sosial”, dalam islam Pribumi hal. 103

_—
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membayar zakat, hanya saja tidak disadari. Oleh karena itu, seliap

orang yang {nembayar pajak harus disertai dengan nilai membayar

zakat kemudian sctelah itu harus melakukan kontrol terhadap negara
agar dana tersebut tidak diselewengkan™,

Perbedaan antara yang niat dan yang tidak adalah menyangkut hak di
akhirat nanti. Pembayaran pajak dengan niat zakat akan memperoleh pahala
spiritual-uhrawi, karena dengan niat demikian itulah harupannya. Sedangkan
yang tidak disertai niat maka ia tidak memperolah hal terscbut.?’

Sebagaimana dalam hadits, Nabi bersabda:

T - 8 01”12 /? - oy -]

- 63 A N5 EL e NI

“Sungguh keabsahan suatu amal (dori sudut ruhaniah) hanyalah dengan

niat, kesadaran dan penghayatan. Dan bahwa (secara ruhaniah pula) bagi
seseorang dari amal perbuatannya adalah tergantung pada niatnya ~ 30

Niat adalah ruh, persambungannya adalah Tuban. Sedang amal seperti
sedekah/pajak adalah badan persambungannya dengan manusia. Keduanya
berbeda, tetapi tidak untuk dipisahkan. Oleh karena ijtu, sebagaimana
tercermin dalam konsep zakat, harta diserahkan kepada negara sebagai
pelembagaan kepentingan manusia dalam mengatur kehidupannya. Sedangkan
untuk Tuhan, cukup niat yang menjiwai dan melatar belakangi penyerahan

pajak itu saja.”’

Adapun menurut Didin Hafidhuddin, ada persamaan sekaligus

perbedaan antara zakat dan pajak’:

' Ceadi al. 104.
2 Mas*udi, Agama Keadilan, hal. 104. |
3 Aba: Dawucf Suran Abi Dawud, (Beirut: Daarul Fikr, 1994), 1: 507.

i ] 149,
M\as udi, Agama Keaditan, hal. |
uMgisdin Hasfg'ldhuddin, Zakat dalam Perckonomian Modern, (lakarta: Gema Insani Pres,

2002), hal. 52-60.
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a. Persamaan Zakat dan Pajak

1) Unsur Paksaan

Zakat diwajibkan kepada muslim yang telah memznuhi
persyaratan zakat, dan jika wajib pajak tidak mau membayamya maka
penguasa (amil) wajib memaksanya. Demikian juga wajib pajak, dapat
dikenakan tindakan paksi.

2) Unsur Pengelola

Zakat dikelola oleh scbuah lembaga khusus yang menangani

zakat (amil zakat). Adapun pengelola pajak diatur oleh negara.
3) Dari sisi tujuan

Zakat memiliki tujuan untuk kesejahteraan, keamanan dan

ketentraman. Demikian juga pajak tujuannya sama terutama dalam hal

pembiayaan pembangunan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Perbedaan zakat dan pajak

1) Dari segi nama

Zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkah. Sedangkan pajak
berasal dari kata al-daribah yang berarti ueban, yakni beban yang

diberikan kepada warga negara untuk diberikan kepada negara.
2) Dasar hukum dan sifat kewajiban
7akat diwajibkan berdasarkan nas-nas Al-Qur’an dan As-
Sunnah yang bersifat gar T sehingga kewajibannya bersifat absolut dan
sepanjang masa. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung

pada kebijakan pemeriniah dalam Undang-undang.

]
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3) Dari segi obyek, prosentase dan pemanfaatan

Zakat memiliki nisab yang baku dan harus dipergunakan untuk
kepentingan delapan asndf, sedangkan pajak tergantung pada
obyeknya dan dapat digunakan untuk seluruh sektor kehidupan,

sekalipun dianggap tidak berkaitan sama sekali dengan agama.
Menurut Gazi Inayah, zakat dan pajak mempunyai kesamaan hanya
dalam bentuknya saja, bukan kesamaan yang hakiki. Hal ini dapat diketahui
dari bentuk pembayarannya, ukurannya (batasan) distribusinya yang
berbeda.> Zakat tidak mungkin disamakan dengan pajak karena adanya unsur
kesamaan dalam kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintahan
{slam itu bukan pemerintah hukum scperti negara sosialis dan kapitalis di
mana pejabatnya memerintah dengan pemerintah negara bagian dan disisi lain

pemimpin negara Islam memerintahkan kewajiban zakat dan penentuan harta

masyarakat berdasarkan hukum Islam, bahkan terkadang membatasi

menetapkan zakat dengan membatasi hukum syar’i dimana zakat dipungut

secara jelas, mengandung prinsip-prinsip keadilan, baik dalam masalah beban,

pembatasan atau penghasilan.™®

Setidaknya ada tiga hal yang berkaitan dengan pembayaran zakat dan

pajak yang harus dilaksanakan oleh kaum muslim. Perfama, dalil-dalil yang

membolehkan adanya kewajiban pajak di luar zakat. Kedua, syarat yang harus

- —

¥ Gazi Inayah, Teori Komprehensip, hal. 9.

M 1pid, hal. 13
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diperhatikan dalam kewajiban pajak. Ketiga, kritik tethadap tidak adanya

ketentuan pajak di luar zakat.”

Yusuf Qardhawi mengemukakan alasan kewajiban kaum Muslim

untuk membayar pajak di samping zakat sebagaimana dalam firman Allah

SWT dalam QS. Al Bagarah; 177:*
g2 o e - - 2 2N f,_’},,,,Z 2 o
50 gats G 501 505 0 20,8, 801 J03 288 55 158 ol 5T 5o

S35 ca Yo QU G155 el sy 27mutlldly 231 30005
o Ao

ff' Tt L. -~ v, “ LT P . P
dor
- 7 11 i AR > 1ot T, 2 T = e T
3 oyeally 1hdel 13 faneny T ogsadly Bl fii3 syl

e
P ‘f”"’, - _lai, . -:, - - _5." _a“é& E’ﬂ.o’ L e g 4 '-,3,"-4
G522 adl va Sl 155 Al ) Ul e lpealty LU
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suaiu
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat,  kitab-kitab, nabi-nabi dan

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, musafir (vang memerlukan pertolongan) dan orang-
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan
salal, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepali janjinya

dan orang-orang yang sabar dalam kesemjairan,

apabila ia berjaryi,
penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

tersebut Imam Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Nuruddin

Dari ayat
Mohammad Al menafsiri bahwa kalimat (“....dan memberikan harta yang
dicintainya ...-") berarti bahwa jika kaum Muslimin, meskipun sudah

e

5 Al i Instrumen, hal. 42.
Alj, Zakat Sebagadi
to Yl:SUf Qardhawi, Hukum Zakat, hal. 61-65.

_—
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menunaikan zakat, memiliki berbagai keperluan yang harus ditanggulangi,
maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.”’

Beberapa pendapat menyatakan bahwa sepanjang sejarah Islam belum
pernah ada yang berpendapat menyatukan zakal dan pajak sebagaimna
pendapat Masdar. Namun berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi, ada

pendapat ataupun fatwa yang pada zahirnya menganggap pajak sebagai
zakat. Pendapat tersebut muncul dari Imam Nawawi yang merupakan

pengikut Imam Syafi’i, yang menyatakan bahwa pada saat itu ada

pemungutan khardj atas tanah sebesar 1/10, sedangkan kewajiban zakatnya

adalah 1/10. Oleh karena itu, pembayaran khardj 1/10 tersebut dianggap

sebagai ganti atas pembayaran zakat yang juga 1/10, karena keduanya adalah

untuk kepentingan umum.”®

pPemikiran serupa juga dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Menurutnya

meskipun Al Qur’an mengandung beberapa pernyataan aturan hukbum yang

penting, itu semua hanya seruan moral saja, bukan sebuah kitab dokumen

hukum. Oleh karena itu, legalisasi Al Qur'an dapat diamati secara jelas

menuju seruasn moral tersebut, yaitu menuju terciptanya keadilan sosial bagi

masyarakat.”” Salah safu implementasi yang diusung Fazlur Rahman tersebut

adalah bahwa dengan mekanisme tertentu secara gradual, zakat bisa

dipersepsi sebagai pajak. Maka dengan jalan inilah, peranan negara

diharapkan untuk membuat gantin yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam

37 Al ] nen, hal. 48.

Ali, Zakat Sebagdt nstrumen,

38 yyouf Qardhawi, Hukum Zakat, hal 1109.

¥ Abdul Manan, Reformasi Hukum Jslam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

2006) hal 216.
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dalam suatu negara. menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berlaku

datam masyarakat Islam, schingga keadilan yang dicita-citakan dapat

terwujud.*®

B. Sistem Pengelolaan Zakat (Pajak) oleh Negara
Zakat mcrupakan tanggung jawab seseorang yang memiliki kelebihan

harta untuk disalurkan kepada orang lain. terutama orang yang tidak mampu.

| Untuk melangsungkan hal tersebut, maka harus ada perantara di antara keduanya

yang harus bersifat proaktif, agar dana zakat terscbut benar-benar sampai kepada

sasaran yang tepat. Al-Qur’an dan hadits telah mengatur sedemikian rupa untuk

pembentukan petugas perantara yang disebut amil, yang maksudnya adalah

orang-orang yang secara spesifik, scrius dan profesional terlibat dengan
penanganan zakat baik di dalam penarikan, pengelolaan dan pendistribusian.*!

Para Ulama fikih sepakat bahwa amil zakat adalah para petugas yang

diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat deri para muzakid. Jadi

dapat disimpulkan bahwa syarat seorang amil adalah diangkat dan ditentukan

oleh Imam besar (Pemerintah). Berdasarkan pengertian tersebut, maka orang
yang diberi wewenang oleh orang per orang tidak bisa disebut sebagai amil.

Sebagaimana disebutkan di depan, bahwa menurut Masdar Farid Mas’udi,

zakat merupakan konsep perpajakan. Oleh karena itu, pihak yang dianggap

 Malja Abror,”Pembaharuan Hukum Istam”™ , www.islamlib.com, download pada tanggal 13

Oktober 2008. o
over “Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Sejarah”, dalam Muhtar Sadili

41 .
Muhammad Amin,
ika Zakat Kontemporer, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003), hal. 61.

§ > r o
(ed), Promblema asyiqah, £ ikih Zakat Kontemporer, Abu Muadz (terj), (Yogyakarta

12 g halid bin Ali al-M
:Samudra [Imu,2007) hal.91-92.



48

mampu dan paling tepat sebagai amil, yakni dalam hal memungut, mengelola dan
mendistribusikannya adalah negara atau pem«arintah.“3 Hal ini dikarenakan Nabi
Muhammad SAW telah menetapkan bahwa penunaian zakat (pajax) harus melalui
pihak ketiga, yaitu amil yang secara struktural memiliki kewenangan politis untuk
menegakkan kesejahteraan dan cita keadilan bersama. Pihak ketiga yang
dimaksud adalah Imam atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen
pada kemaslahatan hidup warganya tanpa pilih kasih.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, zakat merupakan salah satu
diantara sumber utama dari beberapa pemasukan negara. Berdasarkan sumbernya,

pemasukan negara terscbut dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:

Pendapatan Negara Berdasarkan Sumbe_r .

Muslim Non Muslim Umum
Zakat J izya{a - Ghanimah

Usyr (2,5 %) _ Kharaj - Fai

Zakat fitrah Usyr (5 %) - Uang tebusan
Wakaf - Pinjaman dari

Amwal fadhla Muslim/non
Nawaib Muslim

Sadaqgoh lain - Hadiah

13 Mas’udi, “Zakat dan Keadilan Sosial”, dalam Isfam Pribumi, hal. 101.

+ Mas’udi, Agama
15 A diwarman Karim,
2004), hal. 48, bandingkan denga

Keadilan, hal. 124.
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

1 Mas’udi, Agama Keadifan, hal 53-54.
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Sebagai negara yang secara langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW, hal

tersebut adalah wajar jika zakat menjadi sumber utama pendapatan negara yang

bersumber dari kalangan Muslim. Sebagai agama yang datang untuk kehidupan

manusia dalam ukuran yang normal (wajar).*

Berdasarkan latar belakang sejarah, prirsip penanganan zakat oleh negara
adatah jelas. Kctika masih di Mckkah, Rasulullah belum mewajibkan zakat. Saat
itu zakat hanya bersifat suka rela. Namun ketika di Madinah, secara tegas Rasul
memerintahkan kewajiban sebagai upeti sosial yang harus dibayarkan melalui
negara untuk ditasarufkan bagi kemaslahatan bersama. Negara/pemerintah adalah
pihak yang paling layak menangani zakat (pajak) karena persoalan keadilan dan
kesejahteraan sosial adalah persoalan struktural yang tidak mungkin terjangkau

secara merata tanpa keterlibatan negara.’’

Pertama kali terjadi pemisahan antara zakat dan pajak adalah pada masa

kepemimpinan Muawiyah, saat memimpin daerah Syiria yang masyarakatnya

terkenal begitu kuat dan kejam. Muawiyah menjalankan sistein perekonomian

dengan memberi kebebasan kepada rakyat dengan meleparkan urusan zakat yang

menjadi salah satu rukun Islam dalam pemerintahan dan menyerahkan pada

kesadaran individu. Akibatnya, masyarakat saling berlomba untuk hidup mewah

dan individual.**
Meskipun negara dinilai sebagai amil yang paling tepat, bukan berarti

sebuah bentuk peniadaan terhadap lembaga-lembaga (BAZ dan LAZ) yang

e ————

Farid Mas'udi, vZakat Konsep Harta yang Bersih”, dalam Budhy Munawar (ed),

45 Masdar

. ina. 2001), hal. 89.
(Jakarta: Paramadina, ) hal. 140.

47 Mas'udi, Agama Keadila : )
| Kaaf, Ekonomi dalam Perspektif Islam, (Bandung; Pustaka Setia, 2002)

4 Apdullah Zaky A

hal. 154.
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diistilahkan oleh Masdar dengan “lembaga swasta”. Hanya saja, lembaga-
jembaga swasta tersebut memiliki beberapa kelemahaa idibanding lembaga
negara. Lembaga swasta cakupannya hanya mengena pada pihak-pihak tertentu
dan untuk hal-hal tertentu serta berkapasitas lokal, sementara negara cakupannya

lebih menyeluruh.49 Dalam prakteknya, lembaga swasta dapat bertindak sebagai

amil pembantu dengan syarat sebagai berikut’;

~Spcara ideologis, lembaga/badan swasta tersebut bersifat terbuka dan
berlaku adil terhadap siapapun tanpa memandang perbedaan apapun.
Secara profesional mampu mengemban kepercayaan negara dalam hal
ikut menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.
Secara formal, melalui persetujuan formal negira (yaitu badan legislatif

negara sebagai penentu kolektif), berdasarkan pada syarat pertama dan

kedua”.

Selama ini, lembaga pengelola zakat kurang mendapatkan kepercayaan

masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya prospek lembaga pengelola zakat.

Menurut Masdar, ada dua cara supaya aparat pelaksana menjadi bisa dipercaya,

yaitu dengan pendekatan internal dan eksternal. Pendekatan internalnya adalah

dengan melakukan penyadaran pada para pengelola keuangan publiks, bahwa

uang negara/uang pajak adalah uvang Allah, bukan uang penguasa. Jika ini

berhasi!, maka akan tercipta dorongan dari dalam untuk berlaku jujur dan hati-

hati. Sementara pendekatan eksternal adalah dengan melakukan kontrol yang

keras dari masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.’!

49 wawancara dengan Masdar Farid Mas’udi melalui telepon, pada tanggal 14 September

2008. Jilan, hal. 146.

dilan Sosial”, dalam [slam Pribumi, hal. 111-112.

50 Mas’udi, Agama Kea
«7Zakat dan Kea

51 Mas udi,
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Ketika komitmen tersebut bisa terwujud, maka akan tercipta suatu model
e

negara idaman rakyat. Selama ini, menurut Masdar ada tiga karakter negara ya
ng

tercipta dari konsep pajak:*

Negara Feudal, dengan pajak-upeti (daribah)
Dalam hal ini pajak dikonsepsikan sebagai upeti atau darfhah yang
berarti memukul atau memalak. Ketika pajak dipahami sebagai upeti, mak
¥ , maka

vang pajak jelas merupakan uang kotor yang berasal dari hasil paksaan/

rampasan.
Negara Kapitalis, dengan pajak-imbal jasa (jizyah)

Dalam negara ini, pajak boteh dipungut, tapi tidak secara cuma-cuma.
Rakyat pembayar pajak berhak mendapatkan pelayanan dari negara sesuai
dengan pajak yang dibayarkannya. Namun kemudian konsep ini mengidap

cacat sistematik yang menghadirkan ketidakadilan antara rakyat yang kaya

dan yang miskin.
Negara Keadilan, dengan pajak-zakat

Konsep negara ini merupakan sebuah revolusi dalam mendefinisikan
pajak, bukan sebagai upeti ataupun imbal jasa (jizyah). Dengan revolusi
pemaknaan pajak ini, akan tercipta cita-cita Iuhur kemanusiaan untuk
menegakkan keadilan bagi semua terutama mereka yang lemah.

Dengan demikian, titik temu untuk menghubungkan negara dan agama

adalah terdapat pada penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan

e ——

diterbitkan, dan Mas’udi, g
download pada tanggal 23 Apiil

“Konscp Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara™, Makalah tidak
: ajak | ‘ : . ah tidak
gama dan Sistem Budaya Nasional” www.masdormasndi. com

52 aMasdar Farid Mas'udi,
~pancastla, A
2008.
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Ideologi-ideologi sekular seperti liberalisme dan sosiaiisme sejatinya berusaha
untuk menghargai manusia dan kemanusiaan dengan pendekatan yang
berbeda. Begitu juga agama, yang juga membawa pesan untuk

menyelamatkan manusia. Jika demikian halnya, maka konsep zakat sebagai
sarana transformasi dan liberasi manusia scharusnya dapat diterima oleh

ideologi-ideologi tersebut. Tentu saja tanpa harus menggunakan terminologi

zakat, namun substansinya adalah upaya untuk mendistribusikan kekayaan

kepada tujuan-tujuan kemanusiaan.

C. Metode Penalaran Hukum Masdar Farid Mas’udi  Terhadap

Pengintegrasian Zakat dan Pajak

Wacana fikih sebagai potret luar dari hukum Islam selama ini terlihat

dingin dan kurang menunjukkan pemihakan (engagement) terhadap kepentingan

masyarakat, dalam pandangan Masdar disebabkan karena adanya kelemahan

paradigma, orientasi, prioritas dna perwatakan fikih itu sendiri. Oleh karena itu

watak ekslusif dalam fikih yang parsial (juz iyah), kasuistik dan micro oriented,

formulasi fikih yang hanya berguna pasca kejadian, mengabaikan masalah-

masalah strategis dan cenderung formalistik sehingga perlu dicarikan rumusan

pengganti agar mampu menghadirkan kemaslahatan universal serta keadilan
sosial.”

Secara garis besar, pemikiran Masdar adalah memiliki paradigma yang

didominasi oleh pembahasan kemaslahatan-keadilan, demokrasi, hak asasi

53 Fuad, Hukum [slam Indonesia, hal. 98




53

manusia yang muncul sebagai cita luhur agama lslam sebagai agama yang
rahmatan  1il 'Glamin. Dalam rangka pencapaian agama tersebut, melalui
penyatuan zakat dan pajak, ada dua rumusan yang ditawarkan olehnya, yaitu:

1. Konsep Kemaslahatan Sosial

Dalam konteks kekinian, menurut Masdar segala bentuk tawaran
teoritis baik didukung oleh nas ataupun tidak, maka segala bentuk yang
menjamin kemaslahatan manusia adalah sah, dan umat Islam memiliki
keterikatan untuk mengambil dan merealisasikannya.>*

Masdar mengkritik keterikatan umat Islam yang berlebihan terhadap
teks (nas), seperti yang dianut kaum ortodoks. Sebab menurutnya sikep seperti
ini akan membuat prinsip kemaslahatan hanva menjadi jargon kosong dan
syari’ah yang pada mulanya berarti jalan telah menjadi tyjuan bagi dirinya
sendiri. Bertolak dari pemikiran seperti ini, kaidah yang selama ini dipegang
teguh para ulama, yakni iz4 sahha al-hadis fa huwa mazhabi, perlu ditinjau
kembali karena ia lebih memperhatikan buryi harfiah teks (nas) daripaca
kandungan substansinya. Lebih tepatnya, masdar lebih mengutamamakan
Ketentuan legal formal dari pada tuntutan keadilan sebagai jiwanya. Sebagai

konsekuensinya, ia bisa disubstitusi dengan kaidah yang berbunyi iza sahhat

al-maslahah f a huwa (hiya) mazhabi.>

Dasar hukum yang digunakan Masdar sebagai landasan konsep

kemaslahatannya tersebut adalah:

e
$ Masdar Farid Mas'udi, "Konsep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara”, Makalah tidak
diterbitkan. '
5% Mas'udi. Agama Keadilan, hal. 110,
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a. Al-Qur’an

1) QS. Al Anbiya: 107

- q Y ez G Lk
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Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam.

2) QS. An Naml: 77
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Dan Sesungguhnya Al qur'an itu benar-benar menjadi petunjuk dan
rahmat bagi orang-orang yang beriman.

3) QS. Al Hajj: 78
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Dan berjihadlah kamy pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak
uk kamu dalam agama suatu kesempitan. (lkutilah)
agama orang (uamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu
sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (41
Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya
kamu semud menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikaniah
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali

Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung

dan sebaik- baik penvlong.

benarnya. dia
menjadikan unt
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4) QS. Al Maidah: 7

{.J -
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Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang Telah
diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan
kami taati”. dan bertakwalah kepada A llah, Sesungguhnya Allah

mengetahui isi hati(mu).

b. Hadits®®:

e w4 0, # PRI PR S T | w9 2o, & 2 oeyn oW,
BT S G WS ALl S Y el Y
[loh menyukai hamba yang mau menerima keringanan-

“Sesungguhnya A
pada hamba yang mau mencrima kewgjibannya”.

Nya seperti halnya
c. Kaidah Figh'":
“Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya  didasarkan  pada
pertimbangan kemaslahatan bagi rakyatnya ”

Dengan memperhatikan ayat, hadits serta kwdah figh tersebut, Masdar

meyakini bahwa syariathukum yang diturunkan Tuhan adalah subordinat

dengan kemaslahatan. Artinya, aturaniah yang harus tunduk dan mengabdi

pada kemaslahatan, bukan sebaliknya. Namun demikian tidak berarti

keseluruhan aturan syari’at dapat dirubah dengan alasan maslahat atau

menghindarkan mudarat kecuali berdasarkan dua pertimbangan:

a. Jenis amaliah/tindakan hukum yang menjadi obyek peraturan

b. Kemaslahatan macam apa yang dapat merubah/menetapkan ketentuan

yang dimaksud.”

. : in Hanbatl (Beirul: Al Maktabah Al 15l .
% Ar 3 bin Hanbal, Musnad Ahmad bin 7 stamy, 1978) i: 108.
Ahmd(g':b[ﬂlmad Jazuli, Ka:‘dah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.147

58 MaS‘Udiq Aga”;a Keﬂd”ﬂﬂ. hal. 111-112
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Pandangan Masdar tersebut hampir sama dengan pendapat at-Tufi
yang cenderung mendahulukan maslahat dalam setiap permasalahan. Namun
pendapat at-Tufi lebih ekstrim, karena baginya secara mutlak maslahat

merupakan dalil syara’ yang terkuat. Maslahat bukan hanya merupakan hujjah
semata ketika terdapat nas dan ijma’, melainkan juga harus didahulukan atas

nas dan ijma’ disaat terjadi pertentangan antara keduanya. 9

Dalam konteks kemaslahatan, semua manusia ingin meraih
kemaslahatan untuk dirinya. Begitu juga dengan hukum Islam, akan tetapi
kemaslahatan yang dikehendaki manusia belum tentu sama dengan

kemaslahatan hukum Islam ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, untuk

menentukan sesuatu itu maslahat atau tidak, barometernya bukanlah

selera/hawa nafsu manusia, melainkan patokannya adalah syara’/hukum fslam
i, %

Ketika teks diyakini dan diangap lebih mulia dari ijtihad serta yakin

bahwa semua teks mengandung keadilan, kebenaran, rahmat dan maslahat

sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Anbiya (21): 107), maka kita tidak akan

berbuat lain kecuali menjadikan teks sebagal standar dalam menilai

kemaslahatan. Pada saat teks (nas) dijadikan sebagai standar penilaian

kemaslahatan, maka secara otomatis kita telah berperan besar dalam

menghilangkan pertentangat antara teks dan kemaslahatan, karena pada saat

59 Ahmad mMunif Suratmanaputra, Filsafat Rukum Islam Al-Ghazali: Masiahah Mursalah dan

Relevansinya dengan Pein
" [bid, hal. 29.

haharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). hal 90.
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itu kita telah berinteraksi dengan kemaslahatan yang selaras dergan teks

(nas)."l

Untuk itu, Masdar mempertegas bahwa konsep kemaslahatan yang
diusungnya tersebut merupakan salah satu bentuk ijtihad, dengan syarat®*:
a. Maslahat tersebut jelas-jelas tidak akan menimbulkan bahaya/mudarat
bagi siapapun (syarat material}.
b. Maslahat tersebut timbul bukan atas kepentingan perorangan belaka, tetapi
harus obyektif (syarat formal).
Bentuk mudarat nyata atas pemisahan lembaga zakat dan pajak
menurut Masdar adalah tiadanya dispensasi pembayaran pajak atas umat

Islam yang telah membayar zakat, meskipun sebagaimana tercantum dalam

UU No. 38 tahun 2000 tentang pajak, zakat bisa sebagai pengurang pajak,
tetap saja umat Islam diberi tanggung jawab panda.®
Rekonstruksi Konsep Qar i -Zanni dalam Nas.

Pada awalnya, Al-Quran merupakan kalam Allah yang tidak

berwujud nyata seperti suara ataupun tulisan. Dalam perkembangannya, Al-

Qur’an telah dibukukan dengan menggunakan bahasa Arab sebagai sarana
komunikasi. Al-Qur’an berasal dari Ailah SWT, namun dalam penggalian,

makna dan pesan yang dikandungnya, perbedaan penangkapan seseorang

terhadap arti yang terkandung dalam nas bukan merupakan hal yang mustahil.

Kemaslahatan Sosial (Jakarta:

2008.

6l Ahmad Al Rasum dan Muhammad Jamal Barut, litibad: Antara Teks .
Abme Erlangga, 2002), hal. 32, 2 Teks. Realita don

62 \wawancara dengan Masdar Farid Mas'udi melalui telepon | pada tangpal 14 September

«Konsep Pajak Mendeterminasi Akhlak Negara”, makalah tidak

8 Masdar Farid Mas'udi,

diterbitkan.
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Dalam upaya pemahaman Al-Qur’an dan hadits perspekiif penalaran

figh, maka nas-nas tersebut terbagi dalam istilah dalil gaf 7 dan dalil zanni,

untuk lebih memperjelas wilayah ijtihad bagi para ulama. Pandangan umum
i\

selama ini berjalan bisa dikatakan hanya menjangkau

mengenai ijtihad yang

sasaran atau hal-hal yang bersifat zanni (teks yang tidak pasti) dan kurang

mencermati dimensi ajaran yang diyakini sebagai nas qay7 (teks yang

dianggap pasti).64
Menurut Masdar Farid Mas'udi, dalil gat’f dalam hukum Islam sesuai
|

dengan makna harfiyahnya adalah sebagai sesuatu yang bersifat pasti, tidak

berubah-ubah dan bersifat fundamental. Sedang kategori zanni adalah selurch
atau teks ketentuan normatif yang dimaksudkan p
1

ketentuan batang tubub
uk menterjemahkaﬂ yang

Namun demikian, ayat-ayat gaf T bisa

sebagai upaya unt qat't (nilai kemaslahatan dan

kehidupan 1Y ata.

keadilan) dalam

diijtihadi dalam rangka:"
a ontologis dari prinsip- -prinsip yang dikandungnya

2 Mencmukan kerangk
yakni mengenai cara, metode

b. Untuk menemukan kerangka akS'!'OngIS,
bagaimana prinsip—prinsip itu Jiaktualisasikan dalam proses sejarah yang

terus berubah-
rckonslruksi konsep gafT-zanni ini mengancam
Secara eksplisit
ang begitu kuat dalam mengubah
. Keccndcruﬂgaﬂ y gu
ketentuan formalitas:
persifat teknis ini, dengan sendirinya akan il

tuan Yansé
_formal, karena dipandang tidak lagi

ketentuan-keten
etentuan fegal

o banyak K

menanggalka

ﬁ______//
100

o fukum [stam
o E::sd uldlu !;za Kea d fan, hal- |
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SLbU'di k.e Uthan Dﬂl' é 1 .-. = [ (4 ]'
. M‘ ¢ llle z]k ’1 l) 17
Ul],

ketentuan legal-formal harus menjadi acuan tingkah laku masyarakat. S
at. Segala

persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus ditundukk d
an pada

ketentuan legal-formal yang berlaku dan sah. Akan tetapi, pada saat y
2 ang

sama, hendaknya selalu disadari sedalam-dalamnya bahwa patok
AloKan

formal/legal haruslah selalu tunduk pada cita kemaslahatan yang hidup dal
alam
nurani masyarakat.“

IS [ o 5 ‘ P . F 3 "
Pemilihan yang diberikan Masdar antara yang gui T dan zanni unthk

eadilan sepertinya lebih merupakan kreasi- yang _

menentukan kemaslahatan—k

lahir dari teks itu sendiri, dan bukan dari luar teks yakni realitas dan konteks _'1

i semacam itu bisa menjebak seseorang pada
ti,

kesejarahan. Pasalnyd, kreas

at-ayat yang dilihatnya sesuai dengan kepentingannya, kemudian
i

pencarian ay
| dan tidak berubah, sementara ayat-

ayat lainaya yang dianggap tidak cocok dengan asumsinya dimasukkan dalam

kategori zannl yang mudah berub
;.l

dijatuhkzm.m
ermasuk gat T dan yang lain adalah zanni

an suatu Das t

Dalam penentu
pat dilihat dari ketidakjelasan dan

an. Hal ini da

dakkonsiste™
g dibuat usaliyvun. Klasifikasi tersebut

terjadi keti
; nas gat T yan

aan klasifikas
g dikandung bernilai relatif. Apabila

ketidaksam
cktif dan pukum  yan
dikaitkan dengan unsur historisitas yan

i |

bersifat suby :
g melekat pada nas, maka nas-nas yang | i
Hi

{1(: Ibid, hal. 134 studics: Pw'gohrﬁifm p{»m;'k.f;'a:;;fiu!ura Fundamentalisme Islam dan
7 ahwed B (Jakarta: prlanggd- 2006), hal. 362
|

Neo Liberal

& !
tndumentalisme
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secar: £ diklai .
a subyektif diklaim sebagai nas gat T dipengaruhi oleh sosio-kul
y-kultural

mas -
yarakat pra-Islam dan masyarakat Arab itu sendiri. Artinya, ket
: etentuan-

oleh kondisi setempat.”*
Sebagai contoh xonkret adalah mengenai obyek yang wajib dizak
izakati.

Masdar berpendapat bahwa cakupan harta yang harus dizakati (amwal
mwdi az-

zakdr) harus diperluas untuk zaman sekarang, tidak adil jika kita h
a hanya

pungutan sedekah wajib atas kurma dan anggur, sementar.
, a

menggunakan
mbakau yang tidak kalah nilai ckonomisnya kita

sawit, apel. kopi dan t€

kelapa
ari kewajiban sakat. atau juga ketika pendapat dari

bebaskan begitu saja d

sektor pertanian wajib dikenakan
zakat pada masa Rasulullah SAW tersebut

zakat sementara sektor industri dan jasa

an. Penentuan obyek

dibebask
i sosial masyarakat pada saat itu. Jika suatu jenis

aruhi oleh kondls
perti industri dan
but juga akan dikenakan zekat.’

dipeng
sebagainya sudah ada pada zaman

kekayaan tertentu S€

W, maka hal terse

Rasululloh SA
tidak perlu lagi memaharni

jenis barang yang wajib

Oleh karena itu, U
perti disebut dalam 035, tetapi yang lebih penting

dikeluarkan zakatt¥? %
jiban zakat, sehingga obyek wajib zakat

substaIlSi kewa
ilan yang dicita-citakan

adalah menangkaP
agar tercipta cita keadi

cakupanﬂ)’as

bisa diperiuas

bangsa.

uksi dan Rekonstruksi Hukum Islam, (Yogyaka
: rta:
f

M. Fauzi, pekonstr

68 [lyas Supend dg“
G
ama Mﬁg;fuff v hi‘s ;zs; paonesia: ha 104
!




BAB IV

IMPLI
KAS! SOSIAL-EKONOMI DARI PEMIKIRAN MASDAR FARID MA
S*UDI

TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT DAN PAJAK

A. Implikasi Terhadap Kelembagaan Zakat
Pada awal lslam ada kejelasan dalam kewajiban zakat dan pajak. Zak
hJax. at

m, sedangkan pajak (jizyah) diwajibkan bagi orang

diwajibkan bagi orang Musli

i disebabkan karena bentuk pemerintahan pada waktu i
u itu

non-Muslim. Hal in

dimana Al Qur'an dan Hadis menjadi sumber

adalah khilafah (Negara Istam),
ka melihat wonteks Indonesia yang berbentuk negara

hukumnya. Akan tetapi Ji

| Republik meskipun mayoritas pendudukit
adalah dua kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang Isl
pa zakat dan kewajib
Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa zakat

ya adalah Muslim, realitas yang ferjadi

am di Indonesia, yaitu

kewajiban agama bett an negara berupa pajak. Sebagai upaya
asalah tersebut,

an dan dikelola oleh
a1 dalam pajak ataupun bisa disebut dalam

penyelesaian
negara.

ak harus disatuk
masukny?2 zak

aka akan mMenNg
ndonesia yang mencakup beberapa aspek :

dan paj

Dengan
akibatkan beberapa implikasi sosial-

kebijakan fiskl negara ™

embagadl zakat |

ekonomi terhadap kel

1. Aspek Yuridis

gan zakat sebagai satu pengaruh atas kewenangan negara

Berkaitan den
U Nomor 38 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa

mi negara melainkan suatu badan atau

61
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umat Istam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (L
at (LAZ).

Kcberadaan lembaga ini
ga ini secara hukum tentu akan d
apat menambah luas
nya

kewenangan daerah, dalam kebijakan fiska ini, sebab Badan Amil Zak
at pada

umumnya berada di daerah-daerah, yang hingga saat ini telah mengumpulk
pulkan

uang masyarakat dan kemudian didistribusikan kembali kepada masyarak !
yarakat.
Jika dikaitkan dengan pemikiran Masdar untuk memberlakukan pajak d
engan
a secard otomatis harus ada perubahan se
cara

spirit zakat tersebut, mak

mendasar mengenai UU tersebut.

ataupun perumusan
yang ada di dalamnya. Sudah saatnya

perubahan ulang tersebut diharapkan dapat

memperbaiki kerancuan-kerancuan
negara memikirkan tentans perlunya zakat ini di desain dalam kontek

. CKS
kehidupan kenegaraan yans riil dan bukan sebagal lembaga “semi negara”

uka rela yang di
tentunya didahului dengan adanya Undang

alau lembaga S urus oleh swasta. Dengan terlibatnya negara
jolaan zakat ini,
yang mengatumyd. maka ak

masih terbelakang.”

dalam penge
an dapat meningkatkan kesejahteraan

Undang

paj ak dengan spirit zakat. Secara keseluruhan, hal

penanganaﬂ
akan pemcrintah, dengan tolak ukur

epada kebl
dan moralitas zakat, yakni keadilan dan

i, Politik Perpajukan: Memh
! nhangun Demokrasi

Negara (Y ogyakarid-
1. 160.

2 1pid ha
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kemas i
lahatan seinesta, dimana yang mampu dapat menunaikan kewaji
wajibannya

untuk
membantu yang lemah serta membiayai kepentingan bersam 3
a.

a

Aspek Struktural Kelembagaan Zakat

Dalam perkembangannya, organisasi pengelola zakat yang bermula
dari pengelola perorangan seperti kyai atau ustadz, kemudian panitia/pengurus

zakat temporal dan sampai kini zakat dikelola oleh lembaga semacam f
BAZ/LAZ. Implikasi dari pemikiran Masdar terhadap lembaga ini adalah

a disebutkan dalam Bab
AZ dan LAZ dapat berfungsi hanya sebagai

sebagai '
agaiman [1I, bahwa zakat (pajak) harus dikelola

oleh Negara, sedangkan B

pembantu resmi dari negara.
at Masdar, jika pengelola zakat (pajak) adalah negara, maka hak

Menur
gelolaan dana tersebut adalah orang-orang ataupun !P

[ibat dalam 4 bidang tanggung jawab sebagai berikut A !

fungsi-fungsi yane te

| kebijakan zakat (pajak) sebagaimana di sepakati oleh rakyat

a. Pengontfo

rzakatan (perpajakan).

pistrasi P®
g bekerja untuk kescjahteraan

c. Aparat admi
aﬁemcn teknis yan

aparal dep
yat dengan d
semua lembaga pengelol

d. Segenap
ana zakat (pajak).

o

maslahatan) rak
a zakat berada di bawah

(ke

—

an negard; sementard lembaga negara tersebut berada

adilan: Risalah Zakat (Pajak} Dalam Istum (3ak
: arta:

e s udis 4SO Ke

—._.-_-_.—!—'_'_-—_F
r Farid

3 (jhat Masda

P3M. 1993) hal. 105~ !
41pid, hal. 12%-
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di bawah '
kontrol sosial masyarakat yang kuat dengan al
asan bahwa
tau i -
pun dana yang dikelola adalah milik Allah yang merupak g
o an amanat dari
rakyat bagi scgenap rakyat (mu.nfainr’k).5 "

D cep o : .
ampak positif lain dari pemikiran Masdar tersebut adalah
alah bagi

petugas amil zakat yang selama ini te
rkesan sebagai i
profesi yang kuran
g

menjanjikan karena bersifat suka rela. Jik
. Jika pengelola zakat di baw.
ah naun
gan

negara, maka diharapkan profesi amil zaka i
t lebih teran
zrangkat dan terjami
| rjam
kualitasnya. )

3. Aspek Fikih Zakat

a. Muzakki (Subyek Zakat)
Zakat diwajibkan kepada orang Islan yang baligh, berak
] C al, ‘

memiliki kekayaan dalam

ak diwajibkan kepada non-Muslim, karen
) a

Py

merdeka serta jumlah tertentu dergan syarat

atu pula- Zakat tid

g tubuh Islam yang paling utama. Oleh karena it
u']

syarat terte

——— e et

zakat merupakan batan
- diwajibkan un ikann
ak mungkin dl i tuk menunal ya, serta bukan

non-Muslim tid
a dia masuk {slam.® Hal ini dapat menimbulkan

an hutang ketik
masyarakat, karen
mentara di dalam kebijakan ﬁskal negara

merupak
a warga negara non-Muslim tidak

ketimpangan dalam
an tersebul: Se
; terhadap warga negara dalam hal perpajakan.
{ disamakan dengan pajak, maka sebagaimana

permasalahan perbedaan agama, ras, suku !

icarakan, karena semua warga

dan sebagal?
a - Sinar Grafi%a, 2008) hal. 116, '
a_

mi Syar iah (Jakart
foum Ekonﬂ( J;ﬁ pT. Litera Antar Nusa, 1993) hal. 96
i

$ 7ainuddin
5 yusuf Qar awl,
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Negara punya kewaji
jiban yang sama untuk
membayar zakat (paj
pajak). _

Berdasarkan keadilan, Isl i
, Islam tidak mendiskriminasi
ikan orang-oran i
g baik IS
|

musli .
uslim ataupun pnon-muslim yang memang benar-b
-benar membutuhk
an

untuk menerima harta zakat, sebagaimana dalam hadis’:

Al § A i j

] uﬂl‘-s—“ :\E.Jun.‘ *

SAW telah membagi sodagah (zakat) -fian sepe:-['uA
ima

»Rasulullah
i zimmi”

(ghanimah) kepada ahl

Selanjutnya subyek zakat (pajak) harus diperiuas dan dikenak
an

an hukum, seperti halnya pe

juga pada bad rusahaan yang memiliki
bergerak maupun tidak bergerak.

kekayaan baik berupa benda

b. Obyek dan Nisab Zakat

qwT tidak memberi
ib dikeluarkan zakatnya, syarat-syarat yan
g

Allah kan ketegasan di dalam Al Qur’an

ekayaan yang waj

tentang Kk
a rincian nisab harta yan

g harus dizakatkan. Persoalan

harus dipenuhi, sert
rahkan kepada sunnah Nabi, yang kemudian

ya dise
an bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan semua jenis harta
\

ki oleh masyarakat.“

tersebut geluruhn

menetapk

kekayaan yang dimili

i dengan konteks perekonomian masyarakat pada masa Nabi

Sesual
Muhammad SAW, jenis obyek serta besarnya nisab zakat adalah meliputi
hasil peternakan, harta niaga, vang, hasil |

hasil pertanianl dan perkeburlan,

"lmam Abi Daud sulaiman bt A
li, Zukat Sebagar‘ Instr
166

rah: Daarut Hadis, 1999), 11:

¢*ab, Sunatt Abi Daud, (Qahi

umen Dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT Raj
: aja

723.

e

§ Nyruddin
Grafindo Persada, 20
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tamban '
g dan rikaz (harta temuan) dengan tarif (nisab) yang reiatif rendah

Sedangkan dalam konteks perckonomian Indonesia pada saat ini
ini telah

mencapai berbagal perkemban
gan dan kemajuan te
rutama dalam sek
tor

industri dan jasa, serta jenis kekayaan modern lain seperti hasil prof
il profesi,

saham, obligasi dan lain-lain. ?
Rasululiah SAW menetapkan bahwa hal

Untuk nisub zakat,

tersebut ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadil
ilan dan

ahteraan yang dihadapi. Rasul sendiri menetapkan tarif zakat antar
a i

20% untuk zakat harta temuan, karena- untuk
. a’ 4]

kesej

2.5 % dan 10% serta

memperolehnya tidak diperlukan usaha dari kerja keras. Hal ini berarti
. carti

jla tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat l

bahwa apab
n seperti dalam kehidupan masyarakat modern

masyarakat yang lai
yang ditentukan Rasulullah tersebut tidak ada

pada
seperti sekarang tarif
diperbesar- Jika perl

halangan untuk u, sistem tarif pajak progresif bisa

] ——
= e —— e

ditcra]:)k-‘-lﬂ-lo
, dikemukakan oleh Masdar, bahwa pada prinsipnya

Demikian Jug
o nisab yang el
enghalangi kita dalam merealisasikan cita

obyek dan besarty ah dibakukan oleh para fukaha pada
121 seharusnyd ™

van dengan keadaan sekarang ini, terutama dalam -
!

kemaslahatan yang f ele

a Pemikirat datam Figih Kontemporer (Jakarta :

cat profest Wacalt

i Muhammad, Za
ng . Mizan, 1987) hal. 58-62.
l:

Salemba Diniyah, 200
t Amin Rais,

1. 21
2()" ::.rmva!a Jslam (Bandu
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Y
hal penent ; ?(s“'i'af///

P uan obyek serta nisab zakat k*diperluas dan di
iperbesar

sesuai dengan pendapatan masyarakat masa kini H

c. Mustahik Zakat

SLbagﬂiI‘nanﬂ di“;(—butkﬂ“ d'dld' m QS At ’
e . I Elubah . 60 mak
* C] a pal'd

mustahik zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim (ora
? ng yang

berhutang), sabilillah dan ibnu sabil. Penyesuaian terhadap delapan
asnaf ini
1 fiskal negara ini adalah sebagai

jika disesuaikan dengan kondisi kebijakar

berikut :

I Fukir dan Miskin

Menurut Madzhab Syafii yang dimaksud fakir adalah orang yang
tidak memiliki harta dan usaha, ataupun memiliki harta/usaha tetapi tidak
i setengah dari kebutuhan pokoknya, serta tidak ada orang

dapat memenuh
ya. Sedangkan miskin adalah orang
o

yang berkewajiban manafkahkann

harta/usaha sejumlah
dapat memenuhi kebutuhannya secara

yang memiliki setengah ataupun lebih dari

kebutuhan pokoknya: namun tidak

12
keseluruhan.
onsep kebutuhan primer masyarakat

Untuk Kkonteks sekarang. I3

pada umumny? perlu gisesuaikan bukan hanya dari segi kuantitas tetapi
juga kualitas, sehingg? benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi

ni, dengan

gtandar sebagai perikut ;"

pada saat i

¢
Keadilan: hal. 117-1 ]‘). B .
gamd (Jakarta - At Tahiriyal, 1976) hal. 209.

"' lihat MBS’udi, A
12 4 i
= Sularman Rasjid, : (03

d gamt el hal.

13 Masudi. ; Keae
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a. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan

pertumbuhan fisik secara wajar.

b. Sandang yang dapat menufup aurat serta melindungi tubuh dari
ari

gangguan cuaca.

c. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina

kehidupan keluarga secard layak.

d. Kesehatan yang dapal memungkinkan kesembuhan dari sakit yang

diderita.
kan yang jayak bagi mas
ikinya; kognitif, afektif dan psikomotorik.

e. Pendidi yarakat untuk mengembangkan tiga

otensi dasar yang dimil

p
emikian dana zakat " dapat digunakan untuk

Dengan d
carana pertanian sebagai tumpuan

aan ekonomi rakyat dalam pengertian yang luas serta pada

kesejahter
g sccard langsung berorientasi pada peningkatan

sel tor-sektor lain yan
kesejahteraan rakyat, pusat-puset pendidikan dan keterampilan kejuruan
imalisasi pengangguran dan sebagainya.

sebagal min

Amil
kih, yang disebut amil zakat adalah

Dalam peberapd Jiteratur fi

atau amif )fim
a5 secara Kkhusus untuk memungut dan mengelola

. chalifah g berarti bahwa ami! merupakan instansi
1 Fl
pemerintah yang bertuf
zakal.

eberapa pergeseran makna, maka sepertinya

Setelah mcngalarm b
aan zakat, makna amil menjadi

ifkan pcngelol
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orana- L :
rang-orang ataupun fungsi-fungst yang terlibat dalam pe
ngontrol

kebijakan zakat, yaitu M

a. Aparat pemungut / pencatat zakat

b. Aparat administrasi perzakatan

c. Segenap aparal departemen teknis yang bekerja untuk kesejahter
eraan

rakyat dengan dana zakat

3. Muallaf
pengertian fikih klasik, biasanya muallaf didefinisikan

sebagai orang yang tengah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam
am. Pada masa awal Islam hal ini

Dalam

perlu dilakukan agar para

koraunitas Isl
am dan dengan demikian jumlah umat Islam

muallaf tetap memeluk Isl
bisa terus berkembang
ara tidak jangsun.

ka'rena itu’
ga disalurkan pada hal sosial politis seperti

dan menjadi kuat."

g ada maksud politik yang terkandung dalam

Sec
jika zakat disatukan dengan pajak, maka

hal tersebut. Oleh
an zakat dapat ju

pendistribusi
aran kepada oran

uk usaha penyad
Jitasi narkoba

g-orang yang bertindak asusila,

unt
dan scbagainya.

kriminal, rehabi

4 Rigab
Gecara harfi

yah rigdb merupakan orang yang berstatus budak
J— budak sudah tidak ada lagi. Namun, secara makna

6

pada mas2 §
orang yang tertindas dan dieksploitasi.'

diterapkan K
diberikan kepada buruh-buruh

dapat
Menurut Masdaf dana zakal dapat pula
< :
. Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sovsial di Indo
nesia,

] .

Ibid, hal. 151 _

50, Ali Hasan Zakat 407 infak

{Jakarta; Kencana, 2006):
16 Zakiyah

hal99 5 pbersih Har Jan Jiwa, (Jakarta : Ruhama, 1996), hal. 8

at, Zu.k i)
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_kuli kasar dari penindasan majikan mereka. Secara

rendahan dan kuli

struktural, dapat digunakan untuk proses penyadaran dan pembebasan

masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai

manusia baik dalam dimensi individu maupun sosialnya.'”.

G arim

Pada awalnya, gharim raerupakan orang yang terhimpit hutang,

un mungkin ini masih berlaku. Namun

dan hingga masa sekarang P

persifat individual tersebut, jika zakat difungsikan

disamping hal yang
juga sebagai pajak, maka hutang negara seharusnya bisa ditanggung

dengan dana zakat-

Sabililiah
ki dua pengertian. Dalam sisi

Menurut Masdar istilah ini memili

sh berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan

negatif sabilill
an Allah itu sendiri,'® yang kemudian diartikan

ositif perarti jal

dalam sisi P
i cita kebaikan—kebaikannya yang U

niversal dan berpangkal pada
sebaga

kemaslahatan bersama-
. . jana zakat tentunya bisa diperluas penggunaannya

ik dari sisi keadilan hukum,

pemeliharaﬂll sarana dan prasarana umum untuk

dan kesejahteraan masyarakat.

ial
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7. Ihnu Subtl
Dalam pengcnian fikih, Tbnu Sabii as 1
’ abil biasan tarti |
1 ya diartikan sebagai |{
|

musafir yang kehabisan bekal.'” P i
.'? Pengertian tersebut masih
sangat sempit

jika dikaitkan dengan masa sekarang. Merurut Masdar bisa dikemb
mbangkan
kepada orang/kelompok masyarakat yang terpaksa menanggung kerugi
erugian

atau kemalangan ckonomi karena suatlt hal i
yang tidak di sengaj
gaja, seperti

bencana alam, wabab penyakit, peperangan dan sebagainya.?’

Secara keseluruhan, mu

a sasar Ell‘l;ZI

stahik zakat (delapan asndf) tersebut dapat

dikelompokan dalam lim

a. Redistribusi pendapatan ekonomi dan sosial

b. Tujuan-tujuan politis.
i

c. Administrasi zakat.

d. Pembiayadnt proyek—proyek sosial.

Kesecjahteraan umum-
(

pagaal Pajak

B. Implikasi Terhadap Kelem
gan zakat (sebagaimana dalam pemikiran

Ketika pajak harus disatukan den
i), maka hal ini akan berdampak pada :

Masdar Farid Mas’udi):

ifosofl pajak

1. Konsep dan F!
Jakat, an membayar pajak juga merupakan

kebijak

. an memiliki d

umber pemasuka" bagt negaréd Y g i daya paksa. Namun fungsi
E
|

gebagaimand

19 hal. 8
Darajat, Zakﬂ
d [an" . . L)
a Kead! M d terminasi Akhlak Negara™, Makalah tidak diterbitk
ajak an, I

1] Mas udl, A il d “Paj
2 pasdar F Farid M25 as’




pajak secara keseluruh
an belum semuanya terlak
sana. Pajak baru
mampu

1

berbagat kebutuhan i
pemerintah dalam menyelen
gparakan negara, b
elum

berfungsi sebagai regulator atau pemindah kekayaan dari si kaya kepad
epada si

miskin.*?

Secara konsep sebagaimana tercantum dal
am Undang-Undan i
g, pajak

merupakan unsur hukum publik, yakni hukum yang mengatur hub
ungan

engan ra.kyamya.23 Dengan demikian ada persoalan timbal

antara pemerintah d
ora tidak langsung b

salkan tidak melanggar Undang Undang.

ofi pajak adalah uptuk me

balik yang Sec erlaku tanpa membeda-bedakan unsu
r

apapun a
nciptakan keadilan, agar kaum

idcainya filos
at menikmali sejumiah hasil yang didistribusikan melalui
|

yang lemah dap
hidup menurut standar hidup yang normal dalam

media negara sehingg? dapat
merd eka.24 Namun kenyataannya masyarakat miskin hl

wilayah negard yang

ah tiap 1ahunnya. Hal ini berarti bahwa konsep perpajakan

sernakin bertamb

Ketika Masdar mencoba menyatukan zakat dan pajak, maka harapan
esadaran dan keikhlasan seluruh masyarakat/rakyat dalam
|

muncul adalah k
ga dengan kesadaran tersebut diharapkan uang

(pajak)- sehing
luruhan, tanpa membebani dua kali

: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 9

\——/ " ; 'ah’ (}akana
urtt 4 ;kam . ANDI, 2006) hal. 4. i

n . pajak M¢
? Gusfahmi, pajak M Yo
rpaiakan{ h%:;, 102.

B pMardiasmo, £ € g
% yrianto, POl Pperpafoara™
|F .
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Indonesia. Namun demikian, sayangnya potret perpajakan

perpajakan di

Indonesia kurang mendapat kepercayaan dari rakyat. Apalagi jika harus

beban pengelolaan zakat di dalamnya, maka rakyat akan

ditambah dengan
idak rela jika uang zakat (pajak) yang dibayarkan masih dike:ola oleh

semakin
orang yang sama. Dengan demikian, jika zakat disatukan dengan pajak maka

harus ada banyak hal yang perlu diubah dalam tatanan zakat (pajak).

2. Subyek Pajak
Subyek pajak terdiri dari orang pribadi dan badan hukum yang
BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau

meliputi PT, CV> BUMN,

tuk usaha tetap
etahui bahwa pembayar pajak terbesar adalah

lembaga serta ben 5 Dari data jumlah wajib pajak terdaftar

tahun 1995-2005, dapat dik

orang pribadi.26
-2k adalah setiap orang yang telah mencapai

asdar wajib pal
tingkat Kkelonggaran ekonomi rertentu. Ketika seseorang membayar pajak,
an membayd zakat. Oleh karena itu, setiap orang Islam

maka sama sa)d deng

Jak harus me
wajib pajak tidak diharuskan untuk mencantumkan

piatkannya untuk zakat?” Selama ini, dalam

g7% dari penduduk Indonesia adalah Muslim yang

identitas ag
zakat dan kewajiban lian semacam pajak

e bcrkewaji

notaben
. . 28
jika diperlukat-
\_//',’/,’- men, hal- 102.
25 Al ¢ Sebagd’ Instrd
- éh’;ﬁlﬁs ok LS 4an Keadilan 507 jal” dalam Sayed Mahdi (ed), /siam
us M udi, “Z8 ;ca Realitas, Jakarta: Erlangga, 2003), hal.103.

27 Masdar Fari na, Memb

Pribumi: Mgnd;alogkan Agad ha. 3.
%8 usfahmi, £ k.
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Ketika pajak diniatkan zakat, maka akan terjadi pengaburan agam
a 1
j

atas kepentingan Negara. Idealnya dengan mengacu pada praktek perpajak
aKan 1
.

lasik, ada beberapa prinsip terhadap keiteria wajib pajak:
1) Pajak hanya dipungut terhadap kaum kaya kapasitas finansial, yakni

) 1
orang-orang yang memiliki kelebihan/keberlimpahan harta di atas cukup

dalam kebutuhan primernya.
2) Pajak dikecnakan atas perolchan modal dan laba rezeki yang -lidak

disangka-sangka-
ak terhadap para exportir atau importir non-Muslim

3) Bea-bea yang lay
terutama  bil2 masuk atau keluarnya barang-barang

boleh dipungut
perjanjiaﬂ yang menspesifikasikan kewajiban

but ditentukan oleh
g perdasarkan atas
tinan besar keadilan dan kesejahteraan

terse
dasar timbal balik.

terhadap bea-bea Yar

Dengan demikian, kemung

rakyat akan bisa terwujud-

3, Obyek Pajak
fur perpa_lakaﬂ dikenal ada beberapa obyek pajak; pajak
ahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas

serta bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan-
isatukan dengan pajak, maka keseluruhan obyek

yai dengal syariat. Misalnya pada pajak penghasilan

, an P ubli fstar Teori dar Praktik, (Yogyakarta: Grafindo Litera .
¥ Ahmad Dahlam Keuont |
ajaGrafindo Persada, 2002), hal. 67. u

|

Media, 2008). hal- 110
30 gohari, £¢
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secara syariat boleh dipungut, karena obyeknya adalah harta. Namun harus

dengan ketentuan tertentu dalam pengganaannya. Sedangkan pada pajak

pertambahan nilai (PPN) serta pajak bumi dan bangunan (PBB), maka ada

mudarat yang kemungkinan ditimbulkan karena dapat menimbulkan beban

yang berat pada golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Seharusnya

pajak-pajak tersebut dikenakan pada orang yang mampu saja.

Dalam pandangan Masdar obyek pajak yang dikenakan sekarang

sudah cukup mewakili obyek sakat, karena obyek pajak tersebut pada

perkembangan dari obyek zakat. Rasulallah SAW

hakikatnya merupakan
berlakukan obyek

dengan Kkondisi perekono
an berlaku lazim pada masyarakat di Madinah

tidak mem zakat (pajak) seperti yaug sekarang adaleh
karena menyesuaikan mian pada masa itu. Kalau saja
udah ditemukan d
aan tersebut pasti juga
sakat yang untuk kemaslahatan umum,

pada saat itu S
dikenakan zakat (pajak)nya.’*

maka kckayaa—keka}’
istilah sedekah non-

tribusi atas berbagai
(harta sitaan dari pihak tertentu yang

Kemudian terdapat
haraj (1€

fasilitas yang ada dalam

yang meliputi;
ak/fai

ara), Charim
_usyr (bea masuk atas barang import) dan

kekuasaan NES

ntingan Nogar?)

melawan kepe
tertentu  yang bisa menimbulkan

maks (bed cukai 285 komoditl
kemudaral;an).32
4. Distribusi PajaK -
negara termasux pajes, maka hal yan
]olaan xekayaal g
Dalam penge® ks
asi pengeluaral adalah distribusi. Pengeluaran
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pemerintah dari kepemilikan/kekayaan sumber daya keuangan harus sel
§ selaras

dengan prinsip-prinsip distribusi dalam penciptaan kemakm
uran dan

Penerimaan pajak dari {ahun ke tahun meningkat, namun peningkatan

pemerataan rakyat.33
aurunan angka kemiskinan. Seharusnya jika l

tersebut tidak diikuti dengan pe
penerimaan pajak meningkat, maka angka kemiskinan harus menurun. Hal ini
disebabkan karena jumlah dana yang dialokasikan untuk fakir miskin melalui
Departemen Sosial hany2 p 162 wiliun atau 4,1% dar APSN tahun 2005.
Namun kemudiarn berdasarkan data tahuia 2004, bahwa 51% dari penerimaan

004 digunakan unfuk
ya cita keadilan dalam distribusi kekayaan negara.

membayar cicilan hutang negm“ Hal iri

pajak tahun 2

ambarkan belum tercip

mengg
jika kemudian kita m

engacu pada konsep zakat, maka

Menurut Masdar
g diwujudkan dalam APBN untuk sektor
|

rasaryf atau pendnstnbusnan yan
fakir miskin sckurang—kurangnya harus mendapatkan 25% baik dari APBN di
an APBD di tingkat daerah.”

tingkat nasional mavp

5. Tarif Pajak
am teori perpajakat ada 4 macam tarif yang dapat digunakan,

yaitu °
1) Tarif sebanding (PfoporSiO"al)’ yakni berupa prosentase yang tetap
umlah y2ng di kenai pajak, schingga besarnya pajak

pajak. |
]

ed Mahdi (ed), Isfam Pribumi, hal. 108 %

3 pahlan, Keuangan | 8-10.
’ Gusfahml. ra ;ak an [(eadilan sosial” dalam Say

35 pMas'udi, ©
%y jhat Mard!

diasmo.
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2) Tarif teta i
p, yaitu berupa jumlah
yang tetap (sama) terh
adap bera
papun

jumlah yang dikenal pajak sehingga besarnya pajak teta
p.

jumiah yang dikenai pajak semakin besar.

4) Tarif degresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin k
| in kecil bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Sedangkan dalam zakat hanya dikenal dengan menggunak
_ gunakan

un kekayaan yang dikeluarkan zakatnya semaki
10

persentase tetap, meskip

misalnya, persentase zakatnya 2,5% baik bagi
yang

besar. Untuk uang

mencapai niséb atau
perbedaan sarif tersebut dapat ditarik benang merah
me:

— I
emiliki vang pun yang menmiiki seribu kali nisab

Dari permasalzhan

bahwa :*’
ntuk mengembalikan keseimbangan dan

1) Tujuan progresif adalah U

meniadakan Kkesenjangan- Tujuan ini sangat serius diwujudkan dalam
[siam, tetapi dengan ¢ard di luar zakat. Gistem waris (harta pusaka) :.
wasiat, larangan riba, laranga” P enimbunan, dan larangan cara-cara haram
ik mevnjudian cojuan tersebut di atas 1

lainnya adalah upays
yang diambil dari orang ka
am mev) udkan tujuan di atas. Pada saat pajak

ran pesar dal
i selurub lapisan dan terkadang dari fakir miski
in ;

untuk belanja negara secara umum yan
g

ya dan diberikan kepada fakir miskin

2) Zakat

memiliki P€
diambil dar
digunakan

pro gresif

sl dan pajak”, WW- dakwatuna.com. download pada tanggal
nggal ‘
ii

17 Tim Dakwawna.com,

November 2008.
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3) Zakat sebagai ibadah harus ditetapkan dengan baku dan tidak berubah
eruban-

ubah. Hal ini tidak menghalangi negara ketika membutuhkan' untuk
In

menetapkan pajak selain zakat. ULl Amri dapat memaksak
an

kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan pajak progresif dalam

kondisi tertentu.

Secara keseluruhan, usaha Pemerintah dalam menengahi permasalahan

dualisme zakat dan pajak, yaitu dengan adanya regulasi zakat sebagai
pengurang penghasilan sebagaimana disebutkan datam UU No. 38 tahun 1999
serta UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan masih kurang efektif,

hanya diakui sebagai
arena pada dasarnya csensi zakat dan pajak adalah

karena zakat biaya, maka dampak bagi kewajiban pajak
masih relatif kecil; k
berbeda. Jika zakat dapat mengurangi kewajiban pajak, maka mungkin akan
sedikit lebih efektif karen? |ebih meringankan wajib pajak Mushim. Dengan

ingkatan zakat
gi pajak, maka penerimaan zakat dan pajak

demikian maka pen akan seiring dengan peningkatan pajak.

Artinya ketika zakat menguran
justru meningkat. Wallahu @ lam pissawab.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

an hasil penclitian penulis terhadap permasalahan zakat d
an

mikiran Masdar Farid Mas’udi tersebut di atas, maka

Berdasark

pajak khususnya dalam p€
ulkan bahwa :

penulis dapat menyimp
sudi, pada dasarnya spirit zakat itu sama dengan

1. Menurut Masdar Farid Mas
spirit pajak yang seharusnya sepenubnya dipergunakan untuk kesejahteraan
sional Negara sebagaimana yang dilakukan pada masa

rakyat dan Operé
ah SAW. Oleh karena itu, Masdar ingin

an RaSUlUH
p za_kat-da.n Pajak
negara. Namun untuk konteks negara

pemerintah
seperti pada zaman Rasulullah SAW

mengembalikan konsc

enuhnyd oleh

epublik maka zakat dan pajak harus disatukan agar

g berbentuk T

Indonesia yan
erutama pada orang Islam. Kemudian

ban l(t?‘\?‘/ajiba'n t

dua be
perekonommn seperti sekarang ini, obyek

ang sekedar dit

tidak terjadi
dengan perkcmbaﬂ
erluas dari ¥ etapkan oleh Rasulullah SAW pada

inah.

zakat harus di
-I’l'lpin di Mad
untul( m

Jah dan rekonstr

memandang kemaslahatan secbagai inti diti

cngintcgrasikan sakat dalam pajak adalah

kiran Masdar
etode iS1i5

I'Sffl_s‘lah yang

2. Pemi
uksi pemaknaan nas gat T dan zann.

berdasarkan m

nlet[}de
a kewajiban sekaligus (zakat dan

Dengan
ap bahwa du

asdar mengaPee
g [slam di Indonesia merupakan suatu

I[slam, M

ajaran

rkan oleh orant

pajak) yang h

79
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menyalahi |emaslahatan dan harus dihindarkan. Makna

alah kemaslahatan itu se
o maupun Hadis merupakan dalil

dalil-dalil baik yang terdapat dalam Al Qur2

bentuk mudarat yang
ndiri, sedangkan

dalil gat'i yang sesungguhny? ad

pat diinterpretasikan Jagi maknanya untuk

emudian masih da
karena ity zakat merupakan ajaran -

‘?ann? yan g k
disesuaikan dengalt masa sekarang Oleh
t dengan kemaslahatal dan dalam hal ini

ang paling deka

pokok Islam ¥
zakat dan ketentuan-

bersifat gat %
.« merupakan suatu hal yang zanni

ketentuan lain dalam Al Qur
dan masih dapat dipcrbahami-
3. Implikasi sosial-ekonomi yang dapat timbul dar pemik sdar Parid
an mempengafuhi beberapa aspek dalam

aré paSti ak
ri. Dalam kelembagaan

ik it sendi

Mas'udi tersebut S€°
embagd? P2

dan kel
h zakat yang s

embagaatt dan fiki

kelembagaan zakat
ak. Sedangkan pada

pembahaisan paj

gonsep dan fil0S
gan Masdar, cukup dengan

s .

elama ini M€ ofi pajak, subyek,
Dalam panda"
pengelo

kelembagaall pajal{ a
laan sepenuhnya oleh

n masyarakat akan tercapai.

. * a
memasukkan Spn‘lt za .
o da esejater®

mendasi yang berupa

B,
Saran-saratn . 1an beberapa reko
. meﬂgaju . .
saje Y& perminat mengkaji zakat

A




dan pajak, khususnya terkait dengan penelittan

Masdar Farid Mas’udi
1. Persoalan dualisme antard zakat dan pajak

semakin ramail dibicarakan pubh .

solusi yang dapat diterima oleh semud k

membicarakan keduanya hendakny

* persatu baik konsep zakat maupun P34

suatu paradigma Yang bunty-
. dikenal S

Masdar Farid Mas udt

alur fikirnya Y
te

penggalian blograﬁ,
seseorang dan herldakﬂy h
jauh.

3. Kepada pemerintah her!

persoalan dualisme yAtd

sostal.

k. Tidak mudah un
alangan. Oleh karena

a kita terlebih

iak itu sendifi,

chagal sosok

ang tergolong ekstri

.\ irannyd, M a
ah dimengert,

an mengenal P
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penulis terhadap pemikiran

merupakan sebuah persoalan yang

tuk menghadirkart sebuah

itu, sebetum

dahulu telah memahami satu
iri, agar tidak terjebak dalam
yang pemberani dalam
m. Ketika akan

hendaknya kita mempelajari

rii kemudian dalam

rtentu yang merupan privasi

sakan untuk diulas lebih

engaturan obyek,

i para
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Ke;tama kamu musti baca buku >
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i Nurhayati

">~ On Thu, 9/11/08, TT
< f r .
Murhayati trig90@ ahoo.c:o.id> wroté:-
. : Lig>
;FrOm; Tri Nurhayati <nurha att tri20@ aho0.C0O.1
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T: Setelah sa iari pemiki
. ya mempelajan pemikiran bapak tentang penginte rasian spiri
pajak, mal;g ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. gertamafﬁﬁk?ﬁhgf;?arﬂ
da]am spirit pajak maka menurut sayd ada beberapa problem yang memeﬂu:u
kejelasan. Salah satunya pada konsep obyek maupun sasaran zakat (pajak). Kareﬁg
sangat beragam macamnya?

seperti kita ketahui bahwa pentuk pajak adalaft
ya katakan perlu adanya rekontekstualisasi obyek dan

M:  Ya, betui . Oleh kerena iU 52
sasaran zakat, karend pada dasamya semud bentuk dan jenis kekayaan itu bisa diambil
dikatakan Hud min amwalihim sodaqotun.

pajaknya. Dalam Al Quran pun jelas j

T :  Mengenai lembag2 zakat, mengapa harus negara secara langsung yang hanus

mengelola zakat terse {7 Bukankah justrs gAZ dan LAZ tersebut lebih dekat dan

terjangkau oleh masyarakal’

M:  Logikanya bukan seperti it tapi justru B dan LAZ sempl sekali wilayah jangkauannya,
hanya pada ilayah rertentu S22 Sementara Negara dengan wewenang dan
kekuasaannya dapat menjangkas = fa keseipruhan. Namun demikian, BAZ dan LAZ
iersebut masin dapat difungsikan angan tangan negare.

T: 8 i an konse kemasiahata yang papak usung- Namun demikian, yang
inahi’: Sten:r;la(ndzngn  dalah l:nengenai urgensi maslahat dengan standarisas! seperti apa

gin say y 2carend SY menjadi fitrah bahwa antara manusia satu dengan

tu hal maslahat pada seseorang justru menjadi

ang bapak ma sud? -
foe A b rbeda. Bisa i ketika suaty

lainnya bisa € ;
mudarat pada orang [aih-
: ; . saya, sayd hanya ingin
M: Seb@galmana ertutis datam bu::la saYy:. SOt yang j.saya'nja-ksud o ol

pemukiran buat AJ r;;(aa 1 bahay? bagi siapapun: Ini jelas bisa dipikirkan secira rasional.
tidak ak?(:t m?mnr?asulahat Hidak poteh persifat subyekt perdasarkan kepentingan rakyat
Secara formd.

keseluruhan.
ngelofaan zakat

jentand P8
2000 [i ide penggabungan

aip memberikan sumbangsih

sebagaimana yang
sakat dan pajak?

Indonesia
T Menurut bapak. | ka?l ;aul;uar;] cukup mewak

berlaku pad i 152 . lisan-tulisan saya . femasuk yang saya
M Sama sekall pelur. i

emailkan fempo han. :
Keterangan -

T - TriNurhayal
M Masdar Farid pas'ud




Lampiran email -
email : masdarfl@yahoo.com

I&gg%EP "PAJAK"
NENDETERMINASI AKHLAK NEGARA
: Masdar Farid Masudi ‘

sangat menentukan hidup-

ekali orang peduli dengan isu ini. Mungkin karena
g jmajinasi dan cenderung dibenci semua
yang menyodok hati setiap rakyat

negara dan akhlak

HARI-HARI ini DPR kita lagi membahas RUU yang

Mati )
&ja]l:}i negara kita, Pajak. Sedikit
Otang Teru.pak,ar! issu yang tidak menantan
Yang m api sejatinya "pajak" adaiah perkara besar
embayarnya sekaligus menedeterminas! konsep

pﬁl‘tguasa
nya.

& dan untuk siapa’apd ?
bir kenapa di satu pihak
peduli dengan derita

ng korupsinya

Ada pertanyaan elementer di seputar pajak | Apa it pY@
ib karenad dapa embuka ta
a begitu korup tak

Meski
2 anegszdezhana, pertanyaan ini ajal A
ra (seperti i iabatny
a perti [ndonesia?) yang pel P
Yatnya: sementara di lain pihak 2 a negara (sebu! Amerika) ¥
akan rakyat di negara-negara lain.

terk
endali tani
dali tapi gemar menyengsa!
Ras ! - redua tyPe tadi yang secara sosial,_apalggiA mmag_
ya tdak e pun dar ked rip oleh rakvat mana pun di dunia ini Lalu
ra dan pei abatnya dengarn paiek

layap, .+
egar;:ad'k model negara idaman M52 © iy nega
ing dlYang seperti apa? Ap3 hubungaP perilaku Ie<
ipungut paksa dari rakyatnya?
kuasaan raksasa yang
Paj - Jife-blood) fubuh ¢ _ A
g S L e s bt L
| . Paj i ; o ’ . |
anan bagi tubuh kita ; jika ma anan yaﬂl%als_taeb Sum> ks makanan ¥ ang kita kita
o e itan dan kehidupan J2

hjag i
Seh . en Uh d.arl
at dan kehidupan p:ﬁlﬂubuh akan penyakita®

eberkaf;fumk lagi haram, ™

y

ita catat ada tiga konsep pajak.

Al Un’fuk menjawab pertanyaaﬂdsffa;irrkann , scpanjang sejarah.
8Us tiga karakter negara yang &

H) L “n '
RIB/ iak dikonsepsikan sebagal upeti” . .
opHiar nlaribah’” dari kata
pov pun dipukul jelas sakit dan
| di jalana® Bedany? pukulan ata
k oleh pre bers eragaim; yakm aparat negara di

man

1. Pajak-Upeti (DLA

Opy, Fertama kali muncul di bur
ing Ar ”
iy, 5 Arab menyebutny? s

r
ba, yang berarti npemuky! ».

4
flgum
Pat, seperti sakitnyd oragﬁy; P alah e
o (Alaribah): naka uang P2 ak jelas
; r(lfflfl;a ja dari keberkahan.
n t anak-cucunya kelak jangan

baly
D‘e]'k an berupa npajaklr pela

Antoran,
" peti /p3

. Ketika pajak di hanti 8
an ika pajak dip2 ! den gan P

iy .2 4 yang
Ena ltulah agakl’lya ban ak Ofan
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S :

pihak laizfl}iah ha('hts Rasulullah SAW menegaskan, "Tidak halal harta seseorang (bagi
ecuali dari hati yang ikhlas (min thibi nafsin}"- Hadits lain: "Tiduk masuk
Khuzaimah). Juga

$0rgq

Bibglre: O}:: "gay ang memungut dan atau memakan upeti’ (HR. Ibn

(lukas 5_”3 nglah para pemungul pajak-upeti it sePer fi layaknya para pendosa
: 30), pelacur (Matius 21: 31) atau orars kafir (Matius 18:17).

tentunya diklaim oleh penguasa

gk dihabiskan untuk memuaskan

anya bisa mengeluh dan
rakyat, itufah sekedar gula-

pajak-upeti.
an uang p3)

a, rakyat puil h
{kan untuk

tegarg Sséjbaagé}i uang hasil palak, uang
SPerlyan g mlllknya, Jika kesel
Mengum Prll:.ladl _mereka dan keluarga,
a llnmli(a t di hati. Kalau ada secuil dialokas
meredam amuk mereka.
Dalam R ., kini) konsep korupsi sebagai kejahatan
U2 keuan negar qpetl (se ara elitnya. J ika adayan
gan negara tidak ada dalam keﬁﬁﬁﬁgﬂ 52 o ek, Undan - Undang
ibikin berlapis, tapi

i Korupei

L psi boleh dibuat, dan 2 qrat pemburt :

K pulalah justru pelaku utarl:;lanya ggara upet! adalah negar?
untuk keperluan penguasa.

Pa; :
i8k-upeti adalah uang penguas®

YAH):
0/ penguasa. sebagian rakyat
Pemb Tidak terima terus jadi obyek pemeras2? pa:?ng?orfa: Di Inggris dengan
M yar pajak mulai men -adari posisin}‘av - e bermuard di Amerika dengan
o2 Carta-nya, di brancis denga Revolusi SOSAYE ojeh dipongr 4P tidak
b ya "No Taxation withowl Repr esentolio’ . '?Jmenen nggunaannya. dan
s Cama-¢ I bayar paj berhaK 1!<u ajak yang dibayarkannya.
Ilile’lflap:afrk.:-an'[l &bﬁ al(ya'[l peamnanaydari qegara S¢S denga® P
tak imbalan pelay
Sebagai :2sa (Jizyah)-
gai Imbaljasa (Jizyal) wasa ini, yang ditanda
yat pembayar pajak. Peran
:ak khususnya daam

Lahirlah aram
konsep neg: . embaga ‘ mbayar pa .
ok vang mereka bayar it

e
8&]1 ad
“t""hal anya Parlemen sebag .
. . an 54 a
o lembaga ini adalah meﬂY“"ﬁi  erluan 994 Sliiagap,f,/ pemerintahan y2ng
iy Mtukan Anggaran Negars unt® o nudia? kepal? "= knya
Bahkan ke ep mbaya! paJ ya.

2. Pajak-Imbaljasa (JIZ

psi sebagal kejahatan
tidak sesual dengan
ara dan wakil

i penguasa

beta:
an
My Jakan (ditasary n)- e
"Selola uang Pajakj;fn dipilih 01" il koru
. . gonsep KO

kekllas Dalam negara—hnbaljasa d iz.yahr{;;luﬁo an
Kegep, 2an pun mulai muncul- yakni P s borsa™ an* ", ak monopo
Doy, - Man formal aran yangé disep?*® :ak merupke” hak i
n mba)’ar ; -aﬂgg b a_hw a uang'pa_] dah i d als bel’laku }agl.

: asengmjﬁﬁﬂ;lnl? negafﬂ'UPe“ v . Ufzyah) mengidap cacat

pajok nenjads ““:natlf,,a:iakyat yang kaya dan _giiskjn.

s}*StenﬁNamun, perubahan! k""serﬁan getidak a:hl;ﬂaka akyat kay PZ?LzzigPa}{ang
Ee" ‘"nk iang dapet menstrsk e 85 i €822 }eb'h'b:;?r papa yang tidak

e M0, karena konsepy? & jayand® yat i

.sal‘ an a)’ i i -
dite l_il]:ermmya berhak mcndf}{’?ﬂ; da gaat Yanﬁjﬁtif tidak perhak pmenuniut 3pa-apa
m%puagzﬁgayar pa;ak kecla. sekall secar? ;
ayar pa

A



dari ne
“1hegara selai
clienyz, lain menunggu tetesan kedermawanan (tricledown effect) belaka dari para

bahwa pembayar pajak besar sangat
dari siapa pun, maka negard akan berketetapari
dan utama kepada mereka. [nilah basis logika
akin telanjang memposisikan diriya sebagai

menentuKlfadI:l a, karena negara menyadari
6 untuk hidup -mati flya negara, lebih
Kenapa pe memberikan pelayanan prima
Pelayaq b glal' a-J IZ‘.(AH, semakin hari sem
elaka bagi kelas kapitalisnya yang kaya raya.
by 11J lka-kepen[ingan kelas kapitalis ini tidak lagi bisa dicukupi fiengan resource
jalap daig'en sendiri, maka penguasad negara-J [ZYAH punt dengan sigap membuka
jaminan agar ketamakan ereka dapat dipen dengan sumberdaya milik
: 11ahan fisik yang kasar. Kini

Begara. .

Engannega_‘ra_l lain. Dulu proses itu dilakukan ) _
ey, Penjajahan halus melalui peljanjian an kelembagaanl internasional yang
- dgguma di berbagai bidang, terutama keuangan (dengall World Bank, IMF, dll), dan

Rangan (melalui WTO, APEC. dsb)
. aan :nternasional kurang xr{em};?sakaxl,
ian & kelcmbagara- pri mitife dengan invasi militer untuk
i militer yang sangat kasar dan
a sumberdaya
afsu (ketamakan)

e, 2k segan-segan mereka kemball ke cara- .

terk:;a:. mengendalikan sumberday? negara l}ilsrla Tiegah N kay

g S 4i kawasan Timur Teng -.uasian 4
adalah bukti relanjang bagaimand ncgara-JIZ‘YAH Zlgirll-ln a

i ; andalan pajak-J1 ya.

ke[
3 kapital;
Kapiralis masing-masing ¢ agal

3. Pajak-Sedekah (ZAKATY | o
keadilan bagi semua, terv ama
meneg an ol
Sy e eV L Dbl
] Usi Mgﬁzgdgﬁ:izzﬂgh" AK_nya;.bukﬂ“ sebaiﬁsegekah", suatu kewajiban
%ral;ukan sebagai Imbaljasa Jizyah): mﬁ;‘;iaxu- dkan keadilan a;‘::‘ iesiah:leafﬂn
. =508) p . ahber "hes "
T el
Mbang" bagi semud-

Tevol

- £ dan objeknya tapi
ait dengd? tan o
ol n buken P ttaret 1 gpa hok ‘ﬁﬁim"afr? e
qu a'k-na. dan kOI‘lSCP daSﬂ-fﬂY Pajﬂk 1ni’ ma-ka'hati , as SCbagai ibada]? kal‘?na
¢ e jmbaian pahala berlipat di akhirat
bayararl pajak dan

Pam
Doy Dengan revolusi pemakl‘l o val
dlbay d nga_n
a d¢ omen pe

b

‘\Il Yar (‘ax—payer jak

, pa .
l‘elil}?mk kebaikan) & kcmas121115‘““;:3‘a erta! 5?“;&2;1 dengan keikhlasan
gl;ri buaiif““’ umpatan Y215 seafn an Kotof digentiko?, | gan penuh keberketan

by i::;giinm m\{;nggugﬁ gtatus uan® “ .k yang dalam konsep Upti
pA adi

(g, Ket G pergest HEE persnys
:l!or,-bah‘;'fga, akan terjad! prosh erups® a/lll:g;  Finanny® (At-T s -

I atau Irnbaljasa Uizy a a am at lem . .
g akya s kon syl g i
g Ompokian menjadi 8% pabiliieS! ) orat Pelay?s e
Dn')l‘ita:' budak, orang-0ra"é b‘;; ot erillwhan

Utama; 2- Biay2 ruttn
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3. Puhl:
Public Good (Sabilillah) baik fisik seperti jalan, maupun non-fisik (penegakan

» Pengembangan ilmu pengetahuan, seni budaya, dsb)-
Pajak akan ]ah dalam pembayaran setiap rupiah dari uang
ey baikmenggugah ketakwaan (bukan sekedar ketakuta'n) pi.:da nurani setiap aparat
lang Paigic pEmu{agut maupun pengelola, untuk ekstra hati-hati agat settap rupiah dari
Mayp unjk yang dikelolanya dapat dipt‘:r’tangguﬂga"“"abkan ke Atas (Allah SWT)
Mener; e bawah, segenap rakyat yang membayar (mumkhJ’) maupun yang berhak

ma manfaat (mustahiq)-nya:

Keempat, kehadiran nama Al

keSadarf‘fﬁma’ Pajak sebagal panggilan jman dan X
(mustap; segenap rakyat pembayar paj (muzaklaJ’)
Derilakulzl untuk mengonroljalanya pemerinie m'-ssinya, ~ pogi in
: gara benar-benar sejalan denga? visi-m!
ke-3 Pancasnla).

Wama ) .
kulit dan keyakinan agamany3d (sila
finisikan lebih

Pa'ak—Zakat korupsi d.ide
an kot i definikan sebagal penyelewengan
i an

daSKee’?am,, dalam negara dené
lap ar dan pro-rakyat. Korupsi tidak seke o S€S a dan alokasi
dal &negara dituar ketentuan formal aran. Mesh \ama yang kecil, iU PR
tetmam Anggaran., tetapi jika ridak ! kurang pro_rakyat terutam '

Asuk kOmpsi. !

Men

Perll.ltuP
. it bernegara.
pat luas sepert it ;
i - ja yang % ._ i alat keadilan yan
fag yan]g‘lﬁeak ada tindakan mﬂnuilli'ai mgemastikan negal‘?;: m‘:l?lzlc:;ﬂ zeg:ra ;nen;[ai flat
S i e
. ; seball ;
e yang sangst menger” akan and? pernegara Bagaimana
. tindakan "
. Berpaj : : ata 427! un ool tindakarn Jitentukan oleh
n’_}'at and;rpajak.adalah l-ljud Salglji:tyaﬂ ia bemegar&df"s‘:;g; r]fan nya” ( Al-Hadits).[]
; setiap orang 9

&
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MER.ED
EFINISI HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

asdar M.
. Mas 'udi
ah menjadi faktor kunci

Seperti g
i diketahui, dinamika hubungan agama
sia. Di samping dapat melahirkan

ﬂ]am )
l"‘ﬁlla.iusz(;"mrah peradaban/ kebiadabah ymat manu
' n besar, hubungan antara keduanya juga te h menimbulkan malapetaka besar.
ta di atas agama (pra abad pcrtengahan),
negara terpisah dari

]dak a
etikg nia bedapya, baik ketika negara e :
gara di bawah agama (di abad pertengahan) atau ketika

di abad modern sekarang ini).

amq
(pasca abad pertengahan, ¥4

dan negara tel

By
la :la g::)"“gan ronde pertama dan kedud sudah tewat Bahwa mz}sih ada sisa sisa masa
,ranam Urusan apa pun termasu pybungan negara agama. bisa 13131(11.. Tapi,
Sekular 8 kurangnya secara reori, kini kit? (elah merasa €0 'rﬁq e s;tlig?, ronde
“ar, di mana agama dan negara hart erpise™ gan wilays jurisdiksInY® masing
ard untuk prusan publlk.

aSin
S g Agama untuk urusan pribadi, 1€
Sauh in; 11 ot : agara merupakan ops
ni kita b cxularistik untuk agama 0ce n ops!
g a be x an s o
:lg terbaik. Dal;?:llg%ezzaht :;3:;:5 " - dak lagi bis? memperalat negat3 untuk
el;;ukan kedzalimsn atas nama 1V anm; demikian pula neg
. ®ralat agama untuk kepentinga? penghas? :
i 5 osederhan? jtu? Bahwa pola hubungan '
sekulaﬁiﬁh persoalan hubunga” aga‘“f\ﬁ:fng yang didapat oleh masyarakat Barat
1 cas pada mulanya merup an O . pya jelas: Bagi umat 1slam sendiri,
Ba;aiei arah panjang hubun gan raja dan gere® k;;akitejgori penar salab atau baik buruk.
ary tau Timur sesungguhny? an METUE" " opalikny?: «Kebaikan bukan soal
tatay dj Timur, melainka? soal ket aan 1 |
Tan: ’ o nkan ke Timur, umat Islam
Pim o jni didak™? jak umum
me. . Hemang, sej s ekulaﬂsme enolak. yang menola umnya.
k:njadi terbgi S;Jak gagasan e [ima dan yang{;“n. Barat Tanpa mencoba mengertl
kere“a kecuri ah antard ga“ga ) saj8 yang datang dib m menata hubungan agama
nesulitan masgaankteﬂ];a af scp i selam? berab? tuk memarjinalkan Islam .
g3, m yarakat B2 jsme 56 '_
) ereka mencungal sek art i
ahwa sepqﬂi um

1 kak:
¢
hidupan nyata. b
. ume e
beraf_g dl J]ka 1a di .
i 1. gekulansme adalah

3

Isl:ll;rltal'a itu, kel ompok yang men LuS

(eg Pun terbatas jangkaunl‘lya Padart- et

i) akan memba2 petaka sePSr o neg
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DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
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CERTIFICATE
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Office . JI.

This is to certify that

Name - Tri Nurhayati

Student Number - 042622028

D.O.B . Banyumas, December 15" 1986
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follows:
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' HURWOKER (v
- . 583
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This TOEFLLIKE TestW
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DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA IsLAM NEGERI

PURWOKERTO
TORIUM JURUSAN SYARI'AH

W

i J/Z:%D - Vg
£ @iz
R Sti26/ ppL.SY/ 39 /2008

iSi iti i kolah
« yudisium Panitia pPL, Jurusan yar ah Ge
Rerdasarkan RaPa % s et & e

Tinggi Agama Islafm Negeri (GTAIN) Purwo
17 April 2008 menerangkkan bahwa :

Nama . Tri Nurha‘/ati

NIM . 042622028

Jurusan/’Prodi : gyari'anfMuamalah
/aman Lapangan (PPL) Jurusan

engikuti stek  PEn. 3. _
Lol et S Vil Tahun Akademilk

Telah M
Angkatan

Gyari‘ah STAIN Purwokerto

5007/2008 di :
1. Pengadilan Negeri (PN) purwokerto

2 pengadilan Agama (PA) Banvumas
3. BPRS BAGS (Bina Amanah Gatria)
Mulal dari tanggal 11 Februari 2008 $3MPai dengan 2 ApY
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dlnyata kan LU S ; | telah mengikuti PPL
i syarat

| 2008 dan

Ser’ciFiKat in
ari'a gt
Jurusan o ragosyah et

mengiKuti wian
2 Mgi 2008

Pu rwokerto,

Ko b, Jurusan Syari'ah/
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DEPARTEMEN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) PURWOKERTO
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Diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih

kepada:

@ri Purhapati

it AT
Staff Menteri pemberdayaan Perempuan
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s Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Qf Atas pengabdiannya sebagai pengurt .
e : i gSekoIah Tingi Agama Islam Meger (STAIN) Purwokerto
), @ periode 2007-2008.
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DEPARTEMEN AGAMA S
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO - .-
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. DALAM ACARA
pPELATIHAN PERBANKAN SYARTVAH
JURUSAN SYARI’AH STAIN PURWOKERTO

aksanakan pada Tanggal 27 - 78 Desember 2006

Di STAIN Purwokerto

Yang pDil

Ketua Panitia

Spaiih—

Suraji, M. A&
NIP. 150285608
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Penulis

1. Nama Lengkap © Tri Nurhayati

2. Tempat, Tanggal Lahir - Banyumas, 15 Desember 1986

3. Jenis Kelamin . Perempuan

4, Status . Belum Nikah

5. Kewarganegaraan . Indonesia

6. Agama . Islam

7. Alamat . Karangklesem, RT 03/VII
Kecamatan Pekuncen
Kab

Nama Ovang Tua upaten Banyumas

|. Bapak . Kusdiyono

2. Tbu . Darwati

Pekerjaan Orangtua

]. Ayah : Petani

2. Ibu - Pedagang

-

Pendidikan Formal

TK Diponegoro Karang Klesem . Lulus tahun 1992

1.

2. MIMaarif] Karangklesem - Lulus tahun 1998

3. MTs Al Hikmah 02 Bumiayu - Lulus tahun 2001

4 MA Al Hikmah 02 Bumiayu - Lulus tahun 2004

5 STAIN Purwokerto - Lulus teori tahun 2008
Pendidikan Informal '

1. PP. Al Hikmah Benda, Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
2. Pelatihan Perbankan Syariah

Organisasi

1 gAnggota Forum Studi Ekonomi Islam (FOSEI) tahun 2005.

| de 2006-2007

2. Pengurus HMJ Syariah ;:);izrig'o07 o6
3 pengurus BEM ST periode 2007-2
Dcmikiin daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 03 Desember 2008
Yang membuat
A=
' / o -
"l[ri- Nurhayati
NIM : 042622028



